
SALINAN

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran2023;

1. Pasal l8 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukal Propinsi Otonomi Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O8 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2O08 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

4.Undang-Undang ..... I 2
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Undalg-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 4, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor
42 Tahun 2Ol9, Tambahan Lembaran Negara Nomor
63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 57), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
tt2l;

12. Peraturan ..... /3
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

McNetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegalg

Kekuasaan Pengelolaal Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua
Tengah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua
Tengah.

6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dal Pengelola Baralg Milik
Daerah adalah Sekretaris Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selaljutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Satual Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

9. Rencana Ke{a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar pen5msunan APBD.

10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan
perhitungal kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat
khusus.

11. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar
Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa
harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk meny,usun biaya
komponen masukan kegiatal, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

72. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu
tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

13. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatar.

14. Honorariurn ...../4
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14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun
Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan,
pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.

15. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik,
pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

16. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta
singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang
ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah
pada Pejabat Penatausahaal Barang.

20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata usahaan
barang milik daerah pada Pengelola Barang.

21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatal Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
barang milik daerah pada Pengguna Barang.

23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 2

(l) SBU sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk meny'usun biaya
komponen masukan kegiatan dalam RKA-SKPD APBD Tahun Anggaran
2024.

(2) Dalam ralgka pelaksanaan kegiatan, SBU dapat berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPD SKPD, DPA SKPD

dan DPPA SKPD;
b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam

penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD, dan DPPA SKPD; dan
c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri

(HPSI / ouner estimate (OE).

Pasal 3

(1) Ruang Lingkup SBU yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Standar biaya umum Honorarium;
b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan
c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.

(2) Standar biaya ...../5
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(21 Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya
dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

(3) Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya
sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang
tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

(41 Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c adalah satuan biaya yang telah distandarisasikan dan
diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan
dinas di dalam atau ke luar wilayah Provinsi Papua Tengah.

(5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lamptan II dan
Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(l) Dalam ha1 satuan biaya yang dibutuhkan untuk meny'usun SBU tidak
tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, SKPD dapat menggunakan
satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM) yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggar€rn.

(2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bentuk pertanggungiawaban pengguna
anggaran / kuasa pengguna €rnggErran atas penggunaal satuan biaya
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk
honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional
berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan
price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat
dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan
akuntabel.

(4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah dengan
tembusan kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Pendapatan Keualgan dan Aset Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Bagian Kesatu
Standar Biaya Umum Honorarium

Pasa] 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
b. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
c. Honorarium pengadaan barang/jasa;
d. Honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
e. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan

panitia;
f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
g. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
h. Honorarium penyrrluhan atau pendampingan;

i. Honorarium ...../6
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Honorarium rohaniawan;
Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi
informasi, dan pengelola website;
Honorarium penyelenggara ujian;
Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;
Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasa-l 6

k.
L
m.
n.

Paragraf 2 l7

(1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur

Papua Tengah;
b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah

Provinsi Papua Tengah;
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD;
d. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah

selaku SKPKD;
e. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk

menggantikan Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada saat
berhalangan dan/ atau sedang menjalankan tugas di luar daerah;

f. Pengguna Anggaran (PA);
g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala Unit SKPD
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pPfK);
i. Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPP|K)
j. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-

PD};
k. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
L Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan

pembantu.
(2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium
dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.

(3) Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/KPA
dapat menunjuk bendahara pengeluaraan pembantu dengan besaral honor
mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

(4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) adalah satu
orang yang membawahi beberapa KPA;

(5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penalggung jawab
pengelola keuangan dalam I (satu) tahun anggaran maksimal 1O% (sepuluh
persen) dari pagu yang dikelola.
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Paragraf 2
Honorarium Penanggungiawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:
a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b. Pengelola Barang Milik Daerah;
c. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang;
d. Pengurus Barang Pengelola;
e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
f. Pengurus Barang Pengguna;
g. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
h. Pengurus Barang Pembantu.

Paragraf 3
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal B

(1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c meliputi :

a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
c. Honorarium Pengguna Anggaran.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Honorarium sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau

jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Datam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok ke{a pemilihan
pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan
barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4 .......18
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Paragraf 4
Honorarium Perangkat Unit kerja

Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pasa] 9

(1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah
honorarium Perangkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang
diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai
perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

(2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak
diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 5
Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 10

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan
Panitia sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 huruf e diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber

atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara
panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat; dan
2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan
keda perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar
50% (1ima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

(3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil
negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,
sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium,
lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara;

b. Moderator .... /9
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b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara sepanjang peserta yang manjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau
masyarakat.

(5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan
pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya
dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan / anggota DPRD dan
dihadiri lintas satuan ke{a perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

(6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sara sehan,
simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara dal/ atau masyarakat.

(7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan
tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus
dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.

(8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau
lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal lO%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi
dan efektivitas.

(9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh)
orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4
(empat) orang.

Paragraf 6
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 1l

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan keda
perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III,
pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,
jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan
ketentuan se berikut :

(2) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan
terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan
yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yaitu :

a.Tim ...../ 10

1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4
) Pejabat Eselon III a 4 5

3
Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan
Pejabat Fungsional 5 6 7

Klasifikasi
No Jabatan

I II u
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a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 11
ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim
pelaksala kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan
surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

(2) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan

mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau
antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah;

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. dilakukan secara selektif, efektif dan elisien.

Pasal 13

(1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal I 1 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim
pelaksana kegiatan.

(2) Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisalkan
dari Tim Pelaksana Kegiatan.

(3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang Tim
Pelaksana Kegiatan.

(4) Jumlah anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orarg untuk tim pelaksana kegiatan yang

ditetapkan oleh kepala daerah;
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksala kegiatan yang

ditetapkan oleh sekretaris daerah.
(5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi
dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi
tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Paragraf 7
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 14

(1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang
diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai
dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan da,lam tingkat
penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam har ...../ 11
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(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan
ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi
pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan
honorarium dimaksud.

(3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,
aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8
Honorarium Pen5,rrluhan atau Pendampingan

Pasal 15

(1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti
upah kerja kepada non aparatur sipil negara yarrg diangkat untuk
melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.

(2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini
dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah
minimum Provinsi dengan ketentuan:
a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah

minimum Provinsi setempat;
b. Lulusan DIlDII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114%

(seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
c. Lulusan Sarjana (Sl) diberikan paling banyak 1247o (seratus dua puluh

empat persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh

tiga persen) dari upah minimum Provinsi setempat; dan
e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 1507o (seratus lima puluh

persen) dari upah minimum Provinsi.

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan.

Paragraf 1O

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola
Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

(1) Honorarium tim pen5rusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan
penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

(2) Bila dalam .....112

Paragraf 9
Honorarium Rohaniawan
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(2) Bila dalam tim penJrusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adala-h
pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur
organisasi tersendiri dalam menyusun jurnal nasional atau internasiona,l
dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

(3) Honorarium tim pen5,r-rsunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada
penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

(4) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat
diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan
kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial)
berdasarkan surat keputusan kepala daerah Website atau media sejenis
tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

(5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen
tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan
honorarium dimaksud.

Paragraf 1 1

Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil uj ian
yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Paragraf L2
Honorarium Penulis Butir Soal

Pasal 19

(1) Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi diberikan sesuai dengan
kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat
lokal.

(2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes
kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk
penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang
mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai
dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Paragraf 13
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 20

(1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan
wawasan pengetahuan dan/ atau sharing experience sesuai dengan
keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan.

(2) Penceramah .... / 13
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(2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing
experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan
pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuar
sebagai berikut:
a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau

masyarakat;
b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

sepaljang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara
dan/atau masyarakat; atau

c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima
puluh persen) dari honorarium penceramah.

(3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah
penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan
kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak
terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

(4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan ke4'a perangkat
daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun
pegawai lainnya.

(5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal
jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan.

(6) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada
aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menl'usun
modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat
keputusan kepala daerah.

(7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman
pada ketentuan sebagai berikut:
a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan

minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan
pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan
lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan
dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan
fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

(9) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang

bersangkutan;
b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbargkan urgensinya;
c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang

dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan;

d. jumlah .....114
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d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 2 1

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota
tim yang ditetapkal berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan
jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 22

(1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(2) Susunan pembentukan tim dal/ atau sebutan lainnya mengikuti susunan
yang ada dalam SBU.

Pasal 23

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium
maka usulan standar biaya honorarium dapat digunakan sepanjang
perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efesien, bersaing, transparan
dan akuntabel.

Bagian Kedua
Staldar Biaya Umum Barang dan Jasa

Pasal 24

(U Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari :

a. belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
b. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kaltor;
c. belanja konsumsi rapat;
d. belanja makan minum aktivitas lapangan
e. belanja pemeliharaan;
f. belanja sewa;
g. belanja publikasi dan penyiaran;
h. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
i. belanja pengiriman barang;
j. belanja pajak kendaraan dinas;
k. belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional;
1. belanja jasa laboratorium;
m. Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
n. Jasa pengelola kebersihan taman;
o. Jasa Pembuatan Aplikasi.
p. belanja transport peserta kegiatan; dan
q. belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.

(2) Belanja....../ l5
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Belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perenc€rna€rn kebutuhan biaya kegiatal
rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksalakan
sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan
unit/ instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat Eselon
II/masyarakat.
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah panitia yang memerlukan
waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan
penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan
waktu tambahan r.rntuk berangkat atau pulang di luar waktu
pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dari
uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk
1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.
Belanja Konsumsi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c adalah biaya yang digunalan untuk perencanaan
kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat
koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang
pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara dan rapat
biasa yang pesertanya melibatkan satuan keq'a lainnya, eselon II
lainnya, eselon I lainnya, kementrian negara, lembaga lainnya,
instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan
minima-l selama 2 (dua) jam.
Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang digunakan untuk
menganggarkan biaya pengadaan makan dan minuman untuk
kegiatan aktivitas lapangal, acara adat.
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk
mengzrnggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan
dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan
dalam APBD.
Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk
menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4
(empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas
air, mesin, sewa peralatan seperti meja, kursi, sound sistem dan
tenda sewa gedung pertemuan dan stan pameran.
Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa surat
kabar, majalah, media cetak, penyiaran TV dan penyiaran iklan.
Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar
tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk meng€rnggarkan biaya
jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa
kawat/faksimili/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.
Belanja Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan biaya Pengirimal Barang.

(10)

(11) Belanja ...../ 76
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(11) Belanja pajak kendaraar dinas sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) huruf j adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan biaya paj ak kendaraan dinas.

(12) Belanjajasa petugas upacara hari-hari besar nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah standar tertinggi satuan
biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa petugas
Lrpacara hari-hari besar nasional, seperti Anggota Pengamanan,
Dirigen, Guru Pendamping Aubade, Komandal Upacara, Paswal
TNI, Patwal, Pemain Keyboard, Pembawa Bunga Tabur,
Pendamping Penerima Tamu, Peniup Trompet, Perwira Upacara,
Petugas Jaga Tugu, Petugas Medis, Petugas Obor, Petugas Pengibar
Bendera, Petugas PMI, Tim Drumband, Tim Korsik, Tim Tari dan
Veteran.

(13) Belanja jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf I ada-lah staldar tertinggi satuan biaya yang digunakan
untuk menganggarkan jasa laboratorium.

( 14) Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) huruf m adalah standar tertinggi satuan biaya yang
digunakan untuk mengangg€rrkan jasa tenaga teknis pertanian dan
pangan.

(15) Jasa pengelola kebersihan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakarr
untuk menganggarkan jasa pengelola kebersihan taman.

(16) Jasa pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat t huruf o
adalah staldar tertinggi sahlal biaya yang digunakar r-rntuk
menganggarkan jasa tenaga pernbuat aplikasi.

(17) Belanja transport peserta kegiatal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf p adalah standar tertinggi satuan biaya yang
digunakan untuk menganggarkan jasa transport.

(18) Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah standar tertinggi satuan
biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan
pendidikan dan latihan daerah.

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

Pasal 25

(1) Perjalanan Dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain
yang dibebankan pada APBD.

(21 Peqjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan
dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;
c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

f. mendapatkan .... I 17
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f. mendapatkan pengobatan berdasarkal keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

g. surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena
melakukan tugas;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3
pelatihan teknis; dan

i. mengikuti Pendidikan dan Latihan.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gubernur/Wakil

Gubernur, Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan anggota
DPRP/MRP,

(41 Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); dan
c. Pegawai Pemerintah dengan Peq'anjian Kerja (P3K);

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yarrg
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas
dalam rangka melalsanakal dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1

Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai berikut :

a. selektil yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan peyelenggaraan pemerintahan;

b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
c. efisien dalam penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan perjalanan dinas.

Paragraf 2
Klasifi kasi Perjalanan Dinas

Pasal 27

Perjalanan dinas terdiri atas :

a. Perjalanan dinas Dalam Negeri; dan
b. Perjalanan dinas Luar Negeri.

Pasal 28

(1) Peq'alanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasil 27
huruf a terdiri dari :

a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilalsanakan di dalam kota.

(2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam;

dan
b. pefalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8

(delapan) jam.

Pasal 29 ..../78
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Pasa1 29

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimprnan
DPRP/MRP, Anggota DPRP/MRP dan Pejabat/Pegawai lainnya di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berpedoman kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke
Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pe{alanan Dinas Luar Negeri.

Paragraf 3
Tata Cara Perj alanan Dinas

Pasal 30

Tata cara perjalanan dinas meliputi :

1. Persetujuan perjalalan dinas;
2. Penandantanganan surat tugas; dan
3. Pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 3 1

(1) Pe4'alanan Dinas dapat djlakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat
yang berwenang.

(21 Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas Gubernur/Waki1
Gubernur dan Sekretaris Daerah;

b. Ketua DPRP/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Ketua DPRP/MRP, Wakil Ketua DPRP/MRP, dan Anggota DPRP/MRP;

c. Sekretaris Daerah untuk SKPD; dan
d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional

ASN non Eselon/ CPNS/PPPK/Tenaga Kontrak (Honor).
(3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan
dinas untuk :

a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang

dan lamanya perjalanan.
(41 Dalam hal pejabat yang berwenalg sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena
tugas perjalalan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenang
memberikan persetujuan.

(5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidal< berada di tempat karena
tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang
memberikan persetujuan.

(6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidal< berada di tempat karena
tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang
memberikan persetujuan.

(7) Pejabat ...../19
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(71 Pejabat yang berhak membuat usulan pe{alanan dinas kepada pejabat
yang berwenang yaitu :

a. Kepa-la SKPD/PIt. Kepala SKPD; dan
b. Kepala Biro untuk Sekretariat Daerah.

(8) Dalam hal Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah sedang
melaksanakan peq'alanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan
perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan
pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala SKPD/PIh.
Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah
dikoordinasikan dengan Kepala SKPD/Kepala Biro.

(9) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan
perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) sebagai berikut :

a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

b. Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan untuk perl'alanan
dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris
Daerah;

c. Ketua DPRD/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan
oleh Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan Anggota
DPRD/MRP;

d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh para
Kepala SKPD dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan
pihak lain di lingkungan Sekretrariat Daerah, suami/istri Gubernur,
dan suami/ istri Wakil Gubernur;

e. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana
SPPD dalam lingkup SKPD berkenaan;

Pasal 32

(1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh
pejabat berwenang yang sama.

(21 Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas
kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan
surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4
Jumlah Hari Perjalanan Dinas

Pasal 33

(1) Jumlah hari perjalanan dinas adalah jumlah maksimal hari yang
dilaksanakan oleh penerima SPPD dalam melaksanakan pelalanan dinas.

(2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari :

a. Lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
b. Lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang

pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan
kegiatan 2 (dua) hari;

Paragfraf 5 ...../20
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Paragraf 5
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

(1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai
berikut :

a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi; dan

(21 Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang
diberikan kepada yang melaksanakan pe{alanan dinas secara lumpsum.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri atas:
a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan

keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan

b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan
didukung bukti yang dapat dipertanggungiawabkan; dan

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
biaya untuk menginap :

a. di hotel; atau
b. di tempat penginapan lainnya.

(5) Dalam hal pelaksana Surat Perintah tidak menggunakar biaya hotel atau
tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku
ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksana Surat Perintah diberikan biaya penginapan sebesar 3O% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara Lumpsum.

(6) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan
Wakil Ketua DPRP/MRP, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon I, Pejabat
Eselon II berupa biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara
lumpsum.

(71 Besaran biaya pe{alanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanal dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

(1) Pe{alanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah dila-kukan sesuai
perintah atasan Pelaksana Surat Perintah yang tertuang dalam Surat
Perintah.

(21 Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat
pemberi Surat Perintah.

(3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

a. pemberi tugas;
b. pelaksala tugas;

c. maksud ...../2I
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c. maksud pelaksanaan tugas;
d. waktu pelaksanaan tugas; dan
e. tempat pelaksanaan tugas.

(4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan:
a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas keluar daerah; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari

8 (delapan) jam, Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan
Surat Perintah.

(5) Pe{alanan Dinas Jabatan dalam daera}r yang dilaksanakan di bawa}r 8
(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perintah.

Pasal 36

Besarnya uzrng representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6),
diberikan sekali pada setiap kegiatan sesuai dengan surat perintah, yang
besarannya terlampir pada peraturan ini.

Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada suami/istri Gubernur dan suami/istri
Wakil Gubernur, suami/istri Ketua dan Wakil Ketua DPRP/MRP, dan
suami/istri pejabat eselon I dan eselon II apabila dalam surat
panggilan/undalgan mengharuskan didampingi suami/ istri.

Pasal 38

(1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan
dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia
penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah daerah.

(2\ Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,
dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung
panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud
dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah bila tersedia
anggarannya.

(3) Panitia penyelenggara menyalnpaikan pemberitahuan mengenai
pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan
sejenisnya.

(4) Dalam hal pery'alanan dinas jabatal dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh
pelaksana Surat Perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang
sama.

(5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (a) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini,
maka pelaksana Surat Perintah menggunakan fasilitas kamar dengan
biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.

(6) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Gubernur atau Wakil Gubernur
dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

(7) Perjalanan ..... / 22



(71 Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat,
personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas
kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

a. bagr Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya
diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan

b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan
tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

Pasal 39

Dalam hal peq'alanan dinas jabatan menggunakan kapa-l laut/sungai untuk
waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi
tersebut kepada pelaksana Surat Perintah hanya diberikan uang harian.

Pasal 40

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanar dinas
jabatan dilaksanakan.

(21 Dalam hal pedalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau
lanjutan, biaya pe{alanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

(3) Komponen pe{alanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam Surat Perintah yarrg tidak disebabkan oleh
kesalahan / kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan
uang harian, dan biaya penginapan.

(21 Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat
persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala
bandara/perusahaan jasa tralsportasi lainnya; dan/ atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/ PPK

membebankan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada
DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 42

(1) Dalam penerbitan Surat Perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan
tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk
melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

(21 Pe{alanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (5), pembebanan biaya pe{alanan dinas dicantumkan
dalam Surat Perintah.

(3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam Surat Perintah, pelaksana Surat Perintah harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada
PA/ PPK melalui Bendahara.
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Pasal 43

Biaya peq'alanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah.

Paragraf 6
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran
yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

(21 Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Surat Perintah
paling lambat 2 (dua) hari kery'a sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai lalgkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

(1) Pembayaran biaya pe{alanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(21 Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :

a. Penyedia jasa perjalanan; atau
b. Pelaksana Surat Perintah.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa perjalanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat pada jabatan; dan

b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan
sejenis lainnya.

Pasai 46

(U Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan
dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Surat Perintah oleh
Bendahara Pengeluaran.

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. surat tugas;
b. fotokopi Surat Perintah;
c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 47

(1) Penyedia jasa pelaksanaan pedalanan dinas dapat berupa euen organizer,
biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa
perhotelan/ penginapan.

{21 Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Komponen .....124
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(3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan
perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket
dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

(1) Kontrak/ perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk I (satu)
paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

(21 Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi
tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif
penginapan/hotel resmi yang disediakan oleh penyedia jasa
penginapan/hotel.

Pasal 49

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyediajasa didasarkan pada
prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam
kontrak/ pe{anjian.

(21 Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa
mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 50

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelalsana
Surat Perintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

(21 Da-lam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada
pelalsana Surat Perintah kuralg dari yang seharusnya, dapat dimintakan
kekurangannya.

(3) Pembayaran kekurangan biaya peq'alanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan
pe4'alanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan
pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda
Tangan SPM, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan peq'alanan dinas jabatan, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

(21 Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari
atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II
bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III; dan

b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport
dan/ atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/ atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.

(3) Biaya pembatalan .....125
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(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan

yang tidak dapat dikembahkan / refund.

Paragral 7
Pertanggunglawaban Perjalanan Dinas

Pasal 53

(1) Pelaksana Surat Perintah mempertanggungiawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada
PA/PPK paling lambat 5 (lima) hari ke{a setelah perj alanan dinas
dilaksanakan.

(21 Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Surat Perintah;
b. Surat Perintah yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat

yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;
c. tiket pesawat, boarding pass, retribusi, dan bukti model transportasi

lainnya;
d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa

kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkal oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket
dan bukti penginapan/bukti-bukti peq'alanan dinas hilang maka bukti
surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil
dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pelaksana surat perintah;
dan

g. Laporan perjalanan dinas Bimtek, Kunjungan Kerja, Monitoring dan
Eva-luasi.

Pasal 54

(1) PPTK melakukal perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya
perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(21 PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya
yang tercantum dalam daftar pengeluartrn yang disampaikal Bendahara
Pengeluaran untuk di verifikasi.

(3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengesahkan Bukti Pengeluaran dan
menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti
pengesahan Surat Permintaan membayar/ Surat Permintaan Pencairan
Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas Rangkap (dua kali atau lebih)
dalam pertanggungiawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang
diterima daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan.

Pasal 56 ......126
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Pasal 56

Pelaksana Surat Perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan
perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada Surat Perintah,
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah
ditentukan dalam SPT, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah
diperolehnya kepada bendaharawan yang bersalgkutan.

Pasal 57

(1) Gubernur, Ketua DPRD/MRP, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD wajib
memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat Perintah apabila
tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah
melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(21 Bendahara wajib mengingatkan Pelaksana Surat Perintah secara tertulis
agar segera mempertanggunglawabkan biaya perjalanan dinas yang telah
diperoleh dengan melampirkal bukti yang sah setelah melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

(3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tembusannya
disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 58

(1) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila
tidak dipenuhi oleh Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan,
Gubernur, Ketua DPRP\MRP, Sekretaris Daerah, atau kepala SKPD wajib
untuk:
a. tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan Surat Perintah berikutnya

kepada yang bersangkutan; dan
b. memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan tunjangan

setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pelaksana
Surat Perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya
yang telah diterimanya.

(21 Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah ada penetapan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 59

(1) Dalam hal jumlah hari pe{alanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam surat tugas/ Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan
uang harian, biaya dan penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala

bandara/pemsahaan transportasi lainnya; dan/atau
b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN darr pihak lain dilarang menerima
biaya Pe{alanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan
dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

(3) Peq'alanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih
kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar Surat
Perintah yang dikeluarkan dalam rangka elisiensi anggaran.

(a) Pe{'alan Dinas ...../27



(4)

(s)

(6)

-''t1_

Pe{alanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat
dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.
Untuk kegiatan pcndidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan I
(satu) hari sebelum kegiatan dan I (satu) hari sesudah kegiatan'
Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi
daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

a.
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SUF LALLO,SH

pu
A TE$

c 2to20 2003t2 2 006

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6O

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr
Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2O23

H. CUBERNUR PAPUA TENGAH
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2023

PIh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
cAP/TTD

Al'nvAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 63

sesuai dengan aslinya;
AH BIRO HUKUM,

o

a

I
a
)

a



LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2024

t{o URAIAN SATUAN HARGA

1 l 4

STAI{DAR BIAYA UIiIUM HO}IORARIUM

1 HOTTORARIUT! PEI{AIIGGUNG JAWAB PEIIGELOLA KEUANGAN

1;l Psiabat Pengeloh Keuangan oaenh (PPXD)/Kuasa Psngguna Anggaran {KPA)

Nilai pagu dana s.d. Rp 1tl0 jub OB 1 400 000,00

Nilai pagu dana di atas Rp 100luta s.d. Rp 250 tlta OB 1.250.000,00

Nilai pagu dans di ahs Rp 250 juh s.d. Rp 500 iuh OB 1450.000,00

Nilaipagu dana dialas Rp 500juta s.d. Rp 1 milyar OB 1.660 000.00

Nilai pagu dana di aias Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 m yar OB 1.970.000.00

Nila pagu dana di alas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar OB 2.280.000,00

Nilai pagu dana di atas Rp 5 miryar s.d. Rp 10 milyar 2.590.000.00

h Nilai pagu dana di alas Rp 10 milyar s.d Rp 25 m yar OB 3.010.000.00

Nilai pagu dana di Etas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 mlyar 3.420.000,00

) Nilaipagu daia di alas Rp 50 milyar sd Rp 75 milyar OB 3.840.000.00

Nilai pag! dana di atas Rp 75 nilyar s.d. Rp 100 milyar OB 4 250.000.00

Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar sd. Rp 250 milya. OB 4.770.000.00

Nilai pagu dana di ahs Rp 250 milyar s.d. Rp 500 mityar OB 5.290.000,00

tl Nilai pagu dana di ahs Rp 500 milya. s.d. Rp 750 milyar OB 5.810.000,00

Nilaipagu da,ra di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 tilyun OB 6.330.000,00

Nilai pagu dana dialas Rp 1 filyun OB

1,2 Peiabat Pela ksana Tekni5 feSiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat (omitm€n

a Nilai pagu dana s.d. Rp 100 iub o8 1.010.000

Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta 1.210 000

c. Nrhi pagu dana di alas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta OB 1.410.000

Nilaipag! dana diatas Rp 500juta s.d. Rp 1 mlfyar OB 1.610 000

e Nilai pagu dana di alas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar OB 1.910.000
f Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar OB 2 210 000
g Nilai pagu dana di atas Rp 5 m yar s.d Rp 10 milyar OB 2 520 000

h Nilai pagu dana di alas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar OB 2 920 000

Nilai pagu daia di aLs Rp 25 milyar s.d. Rp 50 mlyar OB 3 320 000

l Nilai pagu daia di alas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 miyar o8 3.720 000

Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar OB 4.'130 000

t. Nihi pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar OB 4 630 000

m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar OB 5.130.000

n Nilaipagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 mi,yar OB 5.640.000

o Nilai pagu dana di alas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 brlyun OB 6.140.000
p Nilai pagu dana di alas Rp 1 tilyun OB 7 140 000

1,3 Pqabit Penata6ahaan Keuangan Satuan Xeia Peranglat Daerah (PPt( SKPoy Pejabat Penguji
Ta0ihan da0 PonandataEa[ Sunt Peintah Iombay.r
a Nilai pagu dana s d. Rp 100 jula OB 400 000

Nilai pagu dana di atas Rp 100 iuta s.d. Rp 250 jula OB 480 000
Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta OB 570 000

Nilaipagu dana di atas Rp 500juta s.d. Rp 1 mivar OB 660 000

Nilai pagu dana di atas Rp 1 mityar s.d. Rp 2,5 milyar OB 770 000

Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar OB 880 000

Nilai pagu dana di alas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar OB 990.000

Nilaipagu dana di aias Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar OB 1.250.000

Nilaipagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. R! 50 m yar o8 1.520.000

Nilaipagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar OB 1.780.000

Nilai pagu dana diatas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar o8 2.040 000
Nalai pagu dana di alas Rp 100 matar s.d. Rp 250 milyar OB 2.440 000

Nihi pagu dana di atas Rp 250 mityar s.d. Rp 500 miryar OB 2.E30.000

n Nilai pagu dana di aks Rp 5tJ0 milyar s.d. Rp 750 milyar OB 3.230.000
0 Nilai pagu dana di aks Rp 750 milyar s.d. Rp t hyun OB 3 620.000
p Nilai pagu dana di atas Rp 1 bityu OB 4 420 000

1,4 Bendahara PenSeluaran atau 8endahala Penerimaan

Nilai pagu dana s.d Rp 1tJ0 jub OB 340 000

b Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s d Rp 250 juta o8 420 000
Nilai pagu dana di Etas Rp 250 juta s.d. Rp 500 jlta o8 500 000

d Nilaipagu dana diatas Rp 500jula s.d. Rp 1 mivar o8 s70 000

e Nihi pagu dana di alas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 mflyar o8 670 000

f. Nilai pagu dana da aias Rp 2,5 m yar s.d. Rp 5 mira, OB 770.000

Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar OB 860.000
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1090.000osNilaipagu dana di alas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 miltar
1 320 000OBI Nilai pagu dana di alas Rp 25 milyar sd Rp 50 milyar

OB 1 550 000l Nihi pagu dal1a di alas Rp 50 milyar sd Rp 75 milar
1780.000OBk. Nilai pagu dana di atas Rp 75 m yar s.d. Rp 100 milyar

OB 2.120.000Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar

OB 2.470.000m Nilai pagu dana di atas Rp 2fr0 milyar s.d. Rp 500 milyar

OB 2 810.000Nilai pagu dana di alas Rp 5tJ0 mityar s.d. Rp 750 milyarn

OB 3 160 000Nilaj pagu dana di alas Rp 750 milyar s d. Rp 1 ryun0

OB 3 840 000p Nilai pagu dana di alas Rp 1 flyun

1,5 Staf Pengelola Xeuangan/Bendahara Pengelua.an Pembantu/Petugas PenSelola Administrasi
SelaniaPe8awai

260.000o8a Nilai pagu dafla s.d. Rp 100 iub
310.000OBNilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 iuta

OB 370.000c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 iuta s.d. Rp 500 juta

OB 430 000d Nilaipagu dana diata! Rp 500juta s.d. Rp 1 mitar
OB 500 000e Nihipagu dana di alas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar

OB 570.000Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar

OB 640.000s Nilai pagu dana di alas Rp 5 milyar s.d. Rp'10 milyar

o8 810.000h Nihi pagu dana di alas Rp 10 milar s.d. Rp 25 milyar

o8 980.000Nihi pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar

OB '1.150.000Nilaipagu dana di alas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar

k Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar OB 1 330 000

Nilaipagu dana dialas Rp 1trc mirar sd. Rp 250 mira. OB 1 580 000

m Nilaipagu dana dialas Rp 2aO milyar sd. Rp 500 milyar OB 1 840 000

n Nilai pagu dana di alas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar OB 2 090 000

o Nilaipagu dana dialas Rp 750 mrlyar s.d. Rp 1 rilyun OB 2.350 000

p Niki pagu dana di alas Rp 1 t{y!n OB 2 860.000

2 HONORARIUM PETIANGGUTIG JAWAB PEIIGELOLA BARANG IILIK OAERAH

2.1 HONORARIUH PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK TIEGARA

a Tingkal Pengguna Baraq OB 400.000

b Tingkat Kuasa Pengguna Barang OB 300 000

3 HONORAR]UII PEI{GADAIN BARANG / JASA

31 Honorarium Pejabal Pengadaan 8a.ang/Jasa OB 680.000

32 Honorarium Kelompol Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Ja3a

3.21 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihai Unit Kerja Pengadaan Pokedaan Konstruksi

a Nilai pagu peryadaan dialas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 ila OP 850 000

b Nilai pagu penqadaan diatas Rp. 500,uta s.d.Rp.l milyar OP 1020.000
c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 mityar s.d. Rp.2,5 milya.

d Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OP 1 520.000

Nilai pagu pengadaai dialas Rp 5milyars.d. Rp 10 milyar OP 1 780 000
I Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 milyarsd. Rp 2,5 milyar OP 2 120 000
g Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar sd Rp 50 milyar OP 2 450.000

Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar OP 2 790.000

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 nilyar OP 3 130.000

Nilai pagu peflgadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OP 3.580.000

Nilai pag! pengadaan dialar Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar OP 4.030.000

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar OP 4.490.000

Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 tilyun OP 4 940.000

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 lnlyun OP 5.560.000

Honora.ium Kelompok Ke4a Pemilihai llnit Keria Pengadaan Barang

a. Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 200jula s.d.Rp. 500 juta OP 760 000

b. Ni,ai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d.Rp.1 mivar OP 920 000

Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 1 milyars.d. Rp 2 5 milyarc OP 1 140 000

OPd. Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar 1.370.000

OPe. l{ilai pagu pengadaan dialas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 mityar 1 600.000

OPi Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 25 mityar 1.910.000

OPg. Nilai pagu pengadaan dialas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar 2.210.400

OPh. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar 2.520.000

OPi Nilaipagu pengadaan diahs Rp. 75 mllyar s d. Rp. 100 milyar 2 820 000

OPj Nilaipagu pengadaan dialas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar 3.230.000

OPk Nilai pagu peigadaan diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar 3 6.40.000

OPI Nilai pagu pengadaan diaLs Rp. 500 mily s.d Rp. 750 milyar 4 040 000

Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 mityar s.d Rp. 1 tjlyunm OP 4 450.000

Nilaipagu pengadaan diatas Rp. 1 tdlyunn OP 5 010 000

3 2.3 Honoranum Kelompok Kerja Pemilihan Un Ke0a Pengadaafl Jasa Konsultznsi

OPa. Nilai pagu pengadaan jasa konsullansi diahs Rp. 100 juh s.d.Rp. 250 iuh 480.000

OPb. Nilai pagu pengadaan jasa konsullansi diatas Rp. 250 jula s.d.Rp. 500 juta 600.000

OPc. Nilai pag! pengadaan iasa konsullansi diatas Rp. 500juta s-d.Rp. 1 milyar 720.000

OPd. Nilaipagu pengadaan jasa konsullansi diatas Rp. 1 milyars-d.Rp. 2,5 milyar 910.000
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e. Nilaipagu pengadaanjasa konsultansi diatas Rp. 2,5 milyar s.d.Rp. 5 milyar OP 1.090 000

f. Nilai pagu pengadaan iasa konsullansi diatas Rp. 5 mitar s.d.Rp. 10 mityar OP 1.270.000

g Nilai pagu pengadaan jasa konsullansi diatas Rp 10 milyar s d Rp 25 milyar OP 1.510 000

h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi dialas Rp 25 milyar s d Rp 50 milyar OP 1.750 000

I Nihi pagu pengadaa.r jasa kons{rlhnsi diatas Rp. 50 mily s.d.Rp. 75 milyar OP 1.990.000

i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi dialas Rp. 75 mily s.d Rp. 100 milyar OP 2.234.0c/)

k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 100 milyar s.d.Rp. 250 milyar OP 2.560 000

l. Nilaipag! pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 250 nilya.sd.Rp.500 mifyar OP 2.880 000

m. Nilai pagu penladaan jasa lo0sultansi diahs Rp. 500 miryar s.d.Rp 750 m yar OP 3 200 000

n. Nilai pagu pengadaan jasa konsu llansi diatas Rp. 750 milyar s d.Rp. 1 triliun OP 3 520.000

o. Nilaipag! pengadaanjasa konsulta nsi d ialas Rp. 1 tnliun OP 3.960.000

HonoErium Kelompok Keia Pemilihan Unit Keda Pelgadaan Jasa Lainnya

a Nilai pagu pengadaan iasa lainnya diahs Rp. 200 juta s.d.Rp 500 jda OP 600 000

b Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 iula sd.Rp 1 milyar OP 720.000

c Nilai pagu pe,tgadaan jasa lainnya diaias Rp 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar OP 910 000

d Ni,aipagu pngadaanjasa lainnyadialas Rp.2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar OP 1.090.000

e Nilai pagu peruadaal jasa lannya diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OP 1.270.000

f Nalai pagu pengadaan jasa lainnya dialas Rp. 10 milya. sd. Rp. 25 milyar OP 1.510.000

s Nilaipagu pengadaanjasa lainnyadiatas Rp 25milyar sd. Rp.50 milyar OP 1.750.000

h Nilaipagu pe.gadaaniasa lainnya diatas Rp i,0 milyar s.d. Rp 75 milyar OP 1 990 000

Nihl pagu pengadaan jasa lainnya dialas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 1tl0 m;Var OP 2 230 000

I Nilaipag! pengadaan jasa lainnya diatas Rp 100 milyar s.d. Rp.250milyar OP 2 560 000

k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 250 miryar s.d Rp. 500 milya. OP 2.880.000

Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp 500 milyar s.d Rp. 750 milyar OP 3.200 000

m Nilai pagu pengadaafl jasa lainnya diatas Rp 750 milya. s d Rp. 1 b yufl OP 3.520.000

Nihi pagu p€nladaan jasa lainnya dialrs Rp 1 filyun OP 3 960 000

33 Hono.arium Pengguna Anggann

331 Honoradum Pengguna Arygaran Pengadaan &ranglJasa ( Konbuksi )

a. Nihi pagu pengadaan di alas Rp 100 miDar s.d. Rp 250 milyar orang / Paket 3.580.000

b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 mdyar 0raog / Pakel 4.030.000

c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar 0rang / Paket 4.490.000

d Nilaipag! pengadaan di abs Rp 750 milyar sd Rp 1 titun Orang / Paket 4 940 000

Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 tilyur Orang/Paket 5 560 000

HonoErium Pengguna Anggaran P€ngadaan garang ( Non Xonfulsi )

a Nilai pagu pengadaan di alas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar Orang / Paket 3 230 000

b Nilai pag! pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar Orang / Pakel 3 640.000

c Nilai pagu pengadaan di alas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar Orang / Paket 4.040 000

d Nihi pag! pengadaan di alas Rp 750 milyar s.d. Rp I tilyun Orang / Pakel 4 450 000

e Nilai pag! pengadaan di alas Rp 1 trrryun Orang / Pakel 5 010 000

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa ( ilon Kontuksi )

a Nilai pagu pengadaan jasa konsult?si 4asa lainnya di atas Rp 10 milyar 6d Rp 25 milyar oraflg i Pakel 1 510 000

b Nihi pagu pengadaai jasa konsultasr 4asa lainnya di atas Rp 25 milyar s.d. Rp. 50 mlyar orang / Pakel 1.750.000

c Nilai pagu pe0gadaan jasa konsulhsi,/jasa lainiya di alas Rp 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar 0ran9 / Pakel 1.990 000

d Nilar pagu pengadaan jasa konsulhsr {asa lainnya di alas Rp 75 milyar s.d Rp. 100 milyar Orang / Pakel 2.230.000

e Nilaj pagu pengadaan jasa konsuhasi /jasa lainnya da alas Rp 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar 0rang / Paket 2.560.000

f Nilai pagu pengadaan jasa ko0sultasi /jasa lainnya di alas Rp 250 milyar s.d. Rp. 500 milya( orang i Paket 2.880.000

s Nilaipagu pengadaan jasa konsultasi4asa lainnya diatas Rp 500 milyar s.d Rp.750 milyar orang / Pakel 3.200 000

h Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi 4asa lainnya di alas Rp 750 milyar s.d Rp 1 tilun orang / Paket 3.520 000

Nilaipagu pengadaan iasa ko.sultasi4asa lainnya diatas Rp 1 tilyun orang / Paket 3.960 000

I HONORARIUM PERAT{GXAT UTIIT KERJA PEI{GADAAI{ BARANG DAII JASA (UKPBJ}

4.1 Kepala oraflg / Bulan 1.000.000

4.2 Sekretaris/Staf Pendukung orang / Bulan 750.000

5 HOI{ORARIUi! NARASUMBER/PEIIIBAHASiiIOOERATOR,/ PE BAWA ACARAIPAXI]IA

Honorarium llarasumber / Pembahas

a Menteri/Pejabat Setingkat MenteriPejabal Negara Lainnya Orang / Jam 1.700 000

b Kepala Daech/Pejabat Selingkat Kepala Daerch/Pejabat DaeBh Lainnya yang diset8rakan Orang / Jam 1 400 000

c Pejabat Eselon liyang disetaBkan Orang / Jaln 1 200 000

d Pejabat Eselon ll/yang diselaralan Orang / Jafi 1.000 000

e Pejabat Es€lon lll ke bawah/yang diselarakan Orang / Jam 900 000

5.2 Honoraium Moderator Orang / Kegialan 700 000

lionoraium Pombawa Acara 0lang / Kegiatan 400.000

5.,t Honorarium Panitia

a. Penanggung Jawab oGng / Kegiatan 450.000

b. Ketua/Wakil Ketua Orang i Keqiatan 400.000

c. Sekretais 0lang / Kegiatan 300 000

d Angg0ta Orang / Kegiatan 300 000

6 HONORARIUM TIiI PELAXSAT{A XEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSAIIA KEGIATAN

6.'l Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
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6.'t.1 Yang Ditetapkan oleh Kspala oaerah

a Pengarah 0la09 / Bulan 1.500.000

b PenanOgunq Jawab orang / Bulan 1 250 000

c Koordinalor / Ketua Orang / Bulan 1 000 000

Orang /8ulan 850.000d Wakil Ketua

Orang /Bulan 750 000Sekretaris

Anggota Orang / Bulan 750.000

6.1.2 Yang ditolapkan ol€h Sokrstads Daerah

Orang / Bulan 750.000a Pengarah

700 000b Penanggung Jawab Orang / Eulan

650.000c. Koordinator / Ketua Orang / Bulan

d. Wakrl Kelua Orang / Bulan 600.000

e. Sekretaris orang / Bulan 500.000

t Anggota 0Gng / Bulan 500 000

6.1.3 Yang ditelapkan oleh Kepah Penngkal Daenh

a Pengarah Orang / Buhn 500.000

b Penan0gung JaYiab Orang / Bulan 450.000

c. Ketua Orang I Bulan 400.000

d Wakil Ketua Orang / Bulan 350.000

e Sekretaris Orang / Bulan 300.000

t Anggola Orang / Bulan 300.000

6.2 Hoflorarium SskGtarial Tim Pelaksana Kogiatan

6.2.1 Yang ditotapkan oleh Solrutaris Dasrah

a Ketua / Wakil Kelua Orang / Eulan 250.000

b Anggola Orang / Bulan 220.000

7 HONORARIUM PEIIBERI KETERAiIGAN AHLUSAKSI AHLI OAN BERACARA

7.1 Honoranum pemberj Kelerangan Aili/ Saksi Ahli 0rang / Kegiatan 1.800.000

7.2 Honoaanum beracara 0rang / Kegiatan 1.800.000

E HOI{ORARIU PEI{YULUH ttoti PEGAIYAI I{EGERI SIPIL, HONORARIUI TENAGA HOIIORER/IEI{AGA KOIITRAK
DAERAH OAI{ HOTIORARIU IfiUSUS TEI{AGA ilEDIS

8.1 HO}IORARIU PE}IYULUH IIO},I PEGAWAI NEGERI SIPIL

SLTA 0Gng / Bulan 2100.000
DUDJYDllliSarjana Telapan 0rang / Bulan 2 400.000

Sarjana (Sl) Orang / Euhn 2 600.000
Master (S2) orang / Bulan 2.800.000

oohor (S3) orang / Eulan 3.000.000

HOTIORARIU TENAGA HARIAN]KOI{TRAK'XEAflANAII

Salpam dan Pengemudi olang / Eulan 4 604 000
Pelugas Kebe6ihan dan Pramubakti 0rang / Bulan 4 185 000

HOTIORARIUU ROHANIAWAN

9.1 HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000

10 HOI{ORARIU[I TIIil PENYUSUTIAN JIJRTIAUBULETIN/MAJALAH/PENGELOLA ImBSIIE
10.1 Horor"aium Tim PenyusuI Jumal

a Penanggung Jawab Orang / Terbitan 500 000

b Redaktur Orang / Terbitan 400 000

c Penyunting / Edilo. Orang / Terbitan 300.000
d Desain Grafis Orang / Terbitan 190.000

Fotografer Orang / Terbitan 180.000

I Sekretarial Orang /Teditan 150.000

10.2 Hoflorarilm Tim Penyusun Euhtid ajalah

a Penangguflg Jawab Olang /-Ierbilan 400.000

b Redaktur Orang / Teriitan 300.000

c Penyunting i Edilor Orang / Te6itan 250.000

d Desain Grafrs Orang / Terbilan 180.000

e Fotograhr Orang / Terbitan 180.000
f Sekretariat Orang /'ferbitan 150 000

10.3 Hononrium Tim Pengolola Tokrologi lnformasi /Pongolola llbhito
a Penanggung Jawab Orang / Bulan 500.000

b Redaktur Orang / Bulan 450.000

c. Editor Orang / Bulan 400.000

d Web Adnin Orang/Bulan 350.000

e Web bwlopot Orang / Bolan 300.000

10,4 Honorarium Penulis/Pembuat Artkel

a PenulisPonbuat Adikel lunal Per Halaman 200.000

b PenulisPembuat Adikel Bu$nNajalahl'l'lbbsite Per Halaman 100.000

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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a1 HONORARJU PENYELEI{GGARA UJIATI

1'1.1 Ujian Tingl6t Pendidikan D.3arHonoraaium Penyelonggara
Naskah / Pelajaran 150.000a. Penyusun/pembuat bahan qran

240 000orang / Haib. Pengawas Ujian
5 000Siswa / Mata LjjianPemerjksaan hasil u,ian

11.2 kat Pendidikan ilenengahHonordrium Penyelenggara €n
Naskah i Pelajaran 190 000a Penyusun/pembuat bahan uiian

0Gog / Han 270 000b Pengawas Ujian

Siswa / Mata LjjEn 7.500c. Pemenksaan hasil u,ian

'12 HONORARIUM PENULISAN EUTIR SOAL TING(AT PROVINSI, KABUPATETI/KOTA

100 000Per Bult Soal121 Honoradum Penulisan Eutir soal Tingkat Provjllsi, KabupaleniKola

12.2 Honoradum Tehah Eutr soal Tingkat Provinsi, KrbupaterrKota

45 000Per &rlrr Soala. Telaah Malen Soal

20 000Per Butir Soalb Telaah Bahasa Soal

HONORARIUM PENYELET{GGARAAN KEGIA]AN PEiIOIDIKAI{ OAII PELATIHAN (DIKLAI)

orang / Jam /
Pelajaran

1.000 000131 Honorarium Penceramah

300 000orang / Jam /
Pelaiaran132

Honorarium Pengajar yang berasal dari fuar satuan le4a perangkat daeEh penyelenggara

orang / Jam / 200 000Honon0um Pengaiar yang berasal dai dalam saluan kerja perangkat daerah peiyelenggara

13 4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per lvodul 5.000 000

13 5 Honorarium Panitra Penyelenggara Kegiatan Diklat

a. Lama Diklat s d. 5 hari:

1 Penanggung Jawab Orang,4(eg iatan 450.000

2 Kelua,^L/akil Ktua Orang/Kegialan 400 000

3 Orang/Kegialan 300 000Sekretaris

Orang/Kegialan 300 0004 Anggota

b LamaDitlal6sd 30 haril

1 Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 675 000

2. Orang/Kegiatan 600 000KeluaMakrl Khra

3. Sekretans Oranglcgialan 450.000

4 Anggota Orang/Kegiatan 450.000

c Lama Diklat lebih dari 30 had:

1 Penanggung Jawab Orang/Kegiatan 900 000

2 KeliraMakil Ktua Orang/Keg iatan 800 000

3. Sekretaris Orang/Kegiatan 600.000

4 Anggota Orang/lcgiatan 600 000

14 HONORARIUM TII ANGGARAII PEilERINTAH DAERAH

14.'l Honorarium Tim AnggaBn Pemedntah DaeBh

a Pembina orang / Bulan 3 500 000

b Pengarah omng / Bulan 3.000.000

c Ketra Orang / Bulan 2.500.000

d Wakil Ketua Orang / Bulan 2.000.000

Sekretar s orang l Eulan 1 500 000

Anggota 0rang / Bulan 1 300 000

14.2 Honorarium SelEbriat Tim Anggaran Pemedntah Daerah

a Ketra orang / Eulan 1 000 000

b Sekretar s Olang / Eulan 900 000

c. Anggota 0rcng / Bulan 600 000

15 HONORARIUI' FORKOPIMDA

15.1 HoNoRARIUM FoRKOPIMDA Ketua Orang / Bulan 12.500 000

15.2 HoNORARIUM F0RK0PIMDA seketans Orang/Bulan 11 000.000

15 3 HoNoRARIUM FoRKOPIMDA Anggota Orang/8ulan 10 000 000

154 HoNORARIUM FoRKOPIMDA Tim Sekrelariat Orang /Bulan 7 500 000

't6 SAIUAN BIAYA UANG LE BUR ASN

161 UANG LEMBUR PNS

a Golongan I orang / Jan 18.000

b. Golongan tl Orang / Jam 24 000

c Golongan lll Orang / Jam 30 000

d Golongan M Orang / Jam 36 000

162 Uang Makan Lembur

a Golongan I dan ll OH 35 000

b Golongan lll OH 37 000

c. Golongan lV OH 41 000

17 SATUAN BIAYA UANG LE BUR DAII UANG AKAN LEIiBUR BAGI PEGAWAI NOti APARATIJR

SIPIL IiEGARA, SATPAfl, PENGE UDI, PETUGAS KEBERSIHAX, DAI{ PRA UBAKTI
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t71 P6g8rar Nq! &intu Spil tLgal.
a U'l|g LlahhJr OJ 20m
b tJang Saf'1 Lrnh, CF

112 K!i6!rra. Crr

a (',.ng L€fl&, OJ 13 000

b UalE U.l.n Lrnh, O+{ 30 m0
Mrl3ln.l J.m Lomh,

- Ptda Hafl ltu.F sksrBl 5 Jrn
Pa6a Hrn !b,{ Marsrnd 't0 Jrn

,IE IOXORANIUI TARASUISER, IOOERATOR. AIAU P€IBAIYA ACARA PTOfESIOXAI

lE1 HoaErrirn ltarauntea o] 1 ?00 00c
1E2 lhnorrrln Modarator c( 1 000 000

163 Hoioryiun Parnbara Aaara c( 750 m0

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Salinan sesuai dengan aslinya;

BIRO HUKUM,
o

o

SUF LALI.O,SH
2 o20 200312 2 006

\
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LAMPIRAN II

STANDAR BIAYA UMUM BARANG DA"I{ JASA
TAHI'I{ ANGGARAN 2024

l{o. Uraian Belanja Spesifikasi Satuan Harge

1 2 j 1 5

1 SAIUAT{ BIAYA PAKET KEGIATAII RAPAT

SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I HALFDAY Orang / Pakel 482 000

FULLDAY Orang / Pakel 768 @0

FULLSOARD Orang / Pakel 2 063.000

RES DENCE orang / Pal@t 1 250 000

SETINGfiT ESELON II Orang / Pdrct 442.000

FULLDAY Orang/Pakel 698 000

FULLBOARD oreng / Paket 1863.000

RESIDENCE Oang / Pdet 1 140 0@

ESELON III KE 8AWAII HALFDAY Orang / Pakel 321.000

FULLDAY Orang / Pakel 478 000

FULLBOARD OGng / Paket 1182.000

tele6ngai
Satuan bleya p6kel kegialan rapat ala! p€rfmuan

diluar kantor md)unl lama penyelenlgaraan lefuag

dalam 4 (empat)ienis yailu:

a Paket F ullthad

Satuan biaya paketfullboad disediakan unh* paket

k€gElan rapat alau prlemuan yano diselenggarakan

di luar kantor sehari p€nuh dan menginap. lGnpansr
paket mencakup a*omodasi 1 (satr) malam, makan 3
(til,la) kali, rehal kopi dan hrdapan 2 {dua) kali, ruang
pe(emuan dan fasilitasnya.

b. Pakel FuMay

Satuan biaya pakel tullday dis€dhkan unlut Fld
kegiatan rapat atau periemuan yang diselengqarakan

diluar kantor minimal8 (delapsn)iam tanpa
menginap. Komponen p8ket mencakup makan 1

(satu)lali, rehal kopidan hdapan 2 (dua)kal
tuang pe.temuan dan f6iihnya
c Pakl Hallday

Satlen biaya pal@t hafday disedhkan untuk pald
kegEtan rapal atau pedemuan yang diselenggarakan

diluar kanlor mrnrma,S lhma)Fm lanpa mengmap.

Komponen pakel mencakup makan 1(satu)kal rehat

kopi den kudapan
1 (satu) ka,r. tuanq pe4emuan dan fasililasnya 2 rdJa)
kal ruang pertemidn dan bslEsnya
d. Paket Reidence

Satuan biaya paket rcsijence disediakan unluk pakel

kegialan rapat ahu perbmuan yang dis€hnggarakan
di llar kantorminimal12 (dua belas)jam dantanpa
menginap. Komponen paket mencakup makan 2
(dua) kali, rehat kopidan kudapan 3 (tEa) kali,

ruang Peltemuan dan fasrlitasnya.

Akomodasi Pakot Fulboad di atur s.begi bsdkut

I ) Untuk peiabel eseloo ll 6tau yang diseta.akan ke

atas, akomodaE 1 (satu) karilar untuk 1 (selu) orarB

2) Untuk pejebal eseioi lll keba'dah, akondasi 1

(satu) kamar untuk 2 (dua) oriE

2 UAIIG HARIAii KEGIATATI RAPAT ATAU

Uang Harian Kegialan Rapat alau Peircmuan diluar

Kanlor

FULLEOARD Orang / Han 200.000

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER2O23

HALFDAY

I
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uang Hadan Kegiatan Rap€l alau Perlemuan diluar

Kantor

FULLDAY/HAIFDAY DI DALAM KOTA Orang / l_hn 140.000

UarE Harian Kegialan Rapat ahu P€rtemuan diluar

Kanlor

RESIDENCE DI OALAM KOTA Orang / Hari 200.000

Xcl8t'ngan :
Paniba yang ttsnefukan ]raldu lafibaian untuk

nemrysiapkn pekks€naan kegiatan dan

pen|€bsaian ,€taqgwg jawalan dan pesela yang

nenedukan waldu tanbahan wluk benngkal alau
pulang di luat wauu NlaksE,naan l<egiatandapal

dialol€sil€,n biaya penginapan dan uang hatian
petklanan dinas fisuaikebnluan yang belak4
untuk 1 (vtu)had sF'bolum danlatau 1 (satu) hai

3. SATUAI,I BIAYA KONSU SI RAPATiKEGIATA}I

3.1 IiAKA}IAN RAPAT/KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI ]INGKAT KEPATA DAERAII,
ESELON I/SEIARA Makan Orar€fl(ali 110.000

Krdapan (Snack) Orang Gli 49.000

RAPAT BIASA lUakan Orang/Kali 61.000

Kudapan (Snack) Orang,4cli 33.000

Biasa Porsi 200.000
PoNi 330.000

MakaMn khas pa$D
Papedaiubi ubiai /seienbnya laiiya {ikan mW
+karEkuns tunga +pa@ PoIsl 200.000

Tumpeng Kecrl Komplit Paket 1300.000

Sedang Komplil Paket 2 214.000
gesar Xomplil Paket 3.250.000

Panambah Drya Tah.n Tubuh OH 25.000

MAI(AIIAiI AKTIVITAS LAPATIGATI

Acara Eakar Bdr (1 Eko. 8ab{ + KelerBkapannya) Pakel 35.000.000

l<elerangan: l<egialan acad ldkat Mu tqdii dai :
babi 1 25.000 Na 25.0N.N0
sayur 1 .000 a@ 1 000.4N
unbi 1 1 500 a@ 1 500.0@

lenaga lapangan 2 1.400.0t)0 2 000.4&
kayu I 500 )aa 500.000

batu 1 500 000 500 0a0

tuk 1 ffi 00a 500 004

lenda 1 5&.004 5N.000

.iasa kebers/han 2 1.000.400 2.004.000

ko.[sums, 1 1.51)0 0@ 1 500 0@

35.000.N4
1. SATUA}I BIAYA PEMETIHARAATI

4.1 SATUAN BIAYA PETELIHARAAN GEOUTIG /
BANGUNAiI

Gedung Bertingkat MZTahun 487 000

Gedung Tidak Bedrngkat M2lTah!n 2n.004
Halaman C€dung/Bangunan l(anlor M2,rTahun 14.000

1.2 SATUATI BIAYA PEIELIHARAAI' KETDARAAII

Dtilas

PenefthaEan Ke{daraan Dinas Kepala Daeralv ,Gt]a
DPRD

Unit/Tahun
45.670.000

Pemelharaan Kendaaaan Onas Arugota DPRD lJnit/Tahun 44 010 txx)

Pemeliha€an l(endacan Dinas Pelabat Esellon I 42.350.000

Paneliharaan Kgldaraan Dinas Pelabat Eselon ll tJnit / Tahun 42 530.000

Pdnd,haraan f\endaraan Dna6 operdrirral Rda
Empat

Unit /Tahun
37.600.000

Pemoliharaan Kendaraan Drnas Operasional Douue lJnit/Tahun 39.660.000

Pdndiharaan Kerdaaa€n Dines orerasinel Roda

Dra
Unit/Tahun

5 320 000

1.3 SATUAI'I BIAYA PE'IETIHARAAT{ OPERASIOIIAL

operasional Dalam Lmgkungan Kanlor LJnit/Tahun I750.000
Roda 6 Unit/Tahun 37.'110.000

speed Boel 20 240 000
1_4 SATUAN BIAYA PEflELIHARAATI SARA}IA

XATITOR

Pdndiharaan Salana lGntor ( lverlaris lGnb.) Meja./Kursi orang / Tahun 80.000

PdndihaEan Sarana &dtar (Peloftal

KomputerNotebook)
Personal Kompule/Nolebook 730.000

Pemeliharean Sarana Kafilor ( Printer) Pnnler 690.000

Pqndrharaan Sarana lGr or ( AC Sglrt) AC Spilrt Unii/Tahun 610.000

Pdneliharaan Sarana f€nbr ( Genset ) Gensel lebih ke{il dari 50 l$A Unit /Tahun 7 190.000

Pemeliharaan Sarana Xanlo. ( Genset ) Gensel 75 Kr'A Unit /Tahun 8.640.000

Pqneliharaan Saaana lGnha ( Genset ) Gensel 100 I(vA Unil / Tahun 10150.000

3.2

tJnit/Tah!n

Unit/Tahu'I

Uflit/Tahun

Unit / Tahun
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Pemdiharaan Sarana f\enlor ( Geflset ) Gens€l 125 Kr'A Unit/Tahufl 10.780.000

PemelrhaEan Sarana (anlor ( Genset ) Genset 150 l(vA Unit/Tahun 13.260.000

Pemelihaman Sarana Kantor ( Genset ) Gensel 175 Kr'A Unil / Tahun 14 810.000

Pemeliharaan Sarana Kantor ( Genset ) Gensel 200 KvA l.lnit /Tahui 15 850 000

Pemelharaan Sarana Kanlor ( Ge{Eet ) Gensel 250 KVA Unn / Tahun 16.790 000

Pemeliharaan Sarana Kantor ( Genset ) Genset 275 KVA Unn / Tahun 17.760 000

Pemeliharaan Sarana Kaotor ( Gensel ) Gensel 300 lryA Unit/Tahun 20.960 000

Pemeliharaan Sarana Keitor ( Genset ) Genset 350 l(VA Unit/Tahu11 22.960 000

Pemelihaaan Sarana fGnbr ( Gensel ) Genset 450 Kr'A Unit/Tah!n 25.620.000

PemelrhaEan Sarana f€nu ( C*oset ) Gens€l 500 Kr'A {init /Tahun 31.770.000

Keleqngan : Biaya Psmelkaraan Gensf,l belun Wnastk kebttuhan bahan bakar ninfd<

5. BELATIJA SEI{A KEIIDARAAII

5.1.1
sowa KendaHan P6laklanaan xegiatan lmdentil RODA 1 Per lhri I1r4000

RODA 6/BUS SEDA}IG Por Hari 4082000

RODA 6/BUS BESAR Per Hari 52{8m0

5.1.2 Sewe Kendar.an opeEsional Pejabal PEJABAT ESELOTI I Per Bulan 17660000

5.1.3

SEI1A KENDARAAII OPERASIOI.IAI. PEJAEAT PEJABAT ESELOTI II Per Bulan 11.850.000

Sef,a l(endanan Opeteliolal f\antor drnratlu
Lapangan

PICK UP Per Bulan 8.630.000

MINIBUS Per Bulan 7.200_000

OOUBLE GARDAI,{ PerBulan 17.630.000

SEWA SARANA iIOBILITAS UOARA

Charter Pesawal Nabire - Paniai Kar 34 100 000

Charter Pesalval i{abire - oogryai Ka 34 100 000

Ciarter Pesayaal Nabrre ' oeyai Kar 34 100.000

Charler Pesawal Nabrre - Sugapa Kai 38 500.000

Charler Pesawal Kal 48 400 000

Chaner Pesawal Nabire lla€a Kali 48 400 000

Charler Pesawal I'Ubrre - Imik, Kali 57.200 000

5,3 SEWA SARAIIA MOEILITAS AIR

Speed Boat Teluk Umar Unit 20 000 000

Speed Boal Wapoga Unit 20 000 000

Speed Boal Napan L'N 15 000 000

Speed Eoat Yaur Un( 15 000 000

Kelerangan : Biaya Sewa Maksinal pt Unil Berdasa*an Jaak Tenyh

5,1 SEWA TETIOA

Sewa Tenda 4x6 Meler Hari 630 000

SeYva Tenda 4x6 Meler Runba Han 695.000

Sewa Tenda 6x6 Meter Han 1 650.000

Sewa Tenda 4x6 Meler MP) Hari 1 100 000

Sewa Tenda &6 Meler (vlP) Han 2150.000

Sewa Tenda 8x6 Meler (VlP) Hari 3.300 000

Sewa Tenda 6x12 Meter (VlP) Han 5.700.000

Sewa Tenda 8r12 Meler (vlP) Hari 6.950 000

Sewa Tenda Panglung Ukumn 2x3 Meter/ Kecil MP) Han 2.520000

Sewa Tenda Pangllng Ukoran 4X4 /Kecil (VlP) Han 1.890 000

SewE TeMa Panggung Uklran 4X6 /Sedang MP) Han 2 562 000

S€w6 Tenda Panggung Ukuran 5X8 /S€dang (\4P) Hari 5.040 000

S€w? Tenda PamgErng Uku6n 8X6 /Sedang MP) Hari 6.930 000

Sewa Tenda Panggufg Ukuran 8x8 /Besar (V P) Han 25.200 000

Panggung Rigging Uklran 6x I Han 10.500.000

Panggung Rigging Ukuran 10 x 12 Hari 15 800 000

Panggung + Teda leu/ior0an lJkuran 8 x 6 Hafi 7.300 000

5,5 SEWA KURSI

Sewa Kursi Plaslik Hari 6.500

Sewa Ku.si Fulura/Chitose Hari 35 000

Sewa Kursi Futura/Chilose + sarung Kur.i Hari 45 000

Sewa Kursr FutuE/Chitose (Jarak Jauh) Han 50 000

Sewa Kursl Fdlralchilose + Saruns Ku6i (Jarak Jauh) Hari 70.000

Sewa Kursr Plastrk (Jalak Jauh) Hari 10.000

Sewa Kursi Soh S€l Han 2.000.000

5,6 SEWA MEJA

Se\r€ Meia Prasrnanan Menggunatan Taplak uk. 60orfr1.8mt' Han 525 000

Sewa Meja PEgnanan Menggunalan Taplak uk. S0oirmr Han 724 m0

Sewa Meia Bulat Menggunakan Taplak Han

SEWA SOUND SYSTEI{

Sewa Sund SislEm 500 Vlb l Ddalam Gedung / Slandar Had 6 500 000

Se*? Sund Sislem 10000 hbtt Dlluar G€dung / Stafldar Hari 13.000 000

Nabirc - lrulia

850.000
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Se{a Sund Srsteo 20000 Wat o uar Gedung Hari 26.000 000

Sewa Musrk Gamblgsruling Tambur Set / acara 8100.000

Sewa Mic Weiess Per hari 650.000

Sewa Keyboad 980 000

lnfokus 5000 Lumen Han 1.950.000

Genset 25 Kr'A Han 3.S50 000

Genset 70 KVA Han 6 550 000

5.7,b SEWA PERALATAN ACARA

Kipas Angin Uap Air Hafl 500.000

5.8 SEWA GEOUNG PERIEilUAN

Sewa Ruang Pe,t€rnuan llolel lN OnN Han 37 800.000

S€wa Ruang Patemuan Hotel 10aAaN(8Jao Kali 6 300 000

Seua Gedung Pertemuan Kapastlas 1$ onng ( I Jan) Kal 7.560 000

Sera Gedung Pedmuai J/€lff,tas z:fr A@N ( I lan) Kali 7.560000

SerYa Gedung Pertemuai Kapasilas 3N Orw ( I Jdn) Kali 7.560 000

Sewa Gedung Pdtsnuan tupaslas 500 orarg Han 6.300 000

Sewa Ruang Pedemuan lk{el BalhtNn 240 M2 ( I Ja 29 610.000

Sewe RLrang Pertemlan l_lxel Balkoon 240 M2 ( 4 Jaln) Kali 15.120.000

Sewr Ruang Peiemuan lloE Balhoan W I't2 Han 56.700.000

Sewa Kamar Hotel Deluxe l_lai 1 108 800

5.8 b SEWA RUMAH

Se\€ Rumah Tahun 101.250.000

Sewa Rumah %dang (3!frn2 - 500n2) + paftbal Tahun 135.000.000

Se*a Rufiah Bosar >,mn2 + WM Tahun 202 500 000

Caletan : Seva RunEh/fenpat finggal harya diperunlutrao bagi Pehbat Esdon l, , Pebbal lnslansi Vatlikal dan atat Pihal Kotiga yag
m el ak u k an Ptia njia a KqEsana

SEWA GEOUNG KANTOR

Sewa Gedung Kantor Ukuran Besat fuingkal (Akses Jalan Ulana) Tahun 337 500 000

Sewa GedurE Kantor Uklqn Eesar Benngkal (Ak!ff, di Luar Jahn Ulana) Tahui 270.000.000

Seffa Gedung iGnto( Ukuan Bestr.r fdak knirukal (Akws Jalan ltana) Tahun 202 500 000

Sewa Gedung f,antor Ukunr, Eesar fdak btinqkat (Akses di Luat Jahn LWa -fahui
145 000 000

Sewe Gedung (a or Ukuftn Sedang Benngkal (AllfP-s lalan Ulana) Tahun 270.000.000

Sewe GedurE Kanto( Uhuan Sedang Eefingkal (Ak*s 0 Luat Jatat Ularq) Tahur 202 500 000

Sewr Gedung Kanto( Uku8n Wang Tidak Mingkal (A*es Jalan Utdna) Tahur 135.000.000

Sewa Gedung Kani, UkLran sfdaag fdak Patlinlkal (t&*s di Luar Anan Ubn Tahun 101 250 000

Sewa Stan Pameran Tingkat Nasional Per had 5 000.000

&wa Slan Pamera. Tingkal Provinsi Per hari 3 500 000

Selya Stan Pamsa. Tingkal KabupalenKota Per had 2 000 000

6. BELAIIJA PUELIKASI DAII PEIIYIARAN

6.1 PEr{YrARAil (TVRD

lklan Komelsial fiVC)
TVC / lkJan Korne6€l Duras Per 5 Ddik Tayang i Spol 98 600

TVC / l{an Komelshl Tayang I Spol 127.600

TVC / lkJan Komersial Tayang / Spot 191.400

TVC / lklan Komefsial DLrrasi Per 20 Detik Tayang / Spol 255 200

TVC / luan Komers€l DLrrasi Per 30 hik Tayang / Spol 319 000

TVC / lkian Komers€l Ourasr Per 45 oeiik Tayang / Spol 406 000

TVC / lklafi Kome.sial ouras Per 60 tklk Tayang / Spol 638.000

TVC / lklafl Komelsial DLilas Per 90 Detk T.yang / Spot 870 000

TVC / lklan Koor€rsral Durasi Per 120 Detik Tayang / Spol 1 102 000

RLrnnrng Tei Duras PBr 15 Detik Tayeng / Spot 81.200

Super lmpced Leo oula$ Per 15 Detl Tayang / Spol 81200
Time Signal 15 Ddik Du.asi Per 15 Dedk Tayang / Spol 174 000

Time Signal 30 Delrk Durasi Per 30 Detik Tayang / Spot

lklan Lly.nan lilasyeratat {PSA)

PSA Duras Per 5 Ddlk Tayang / Spol 81200

PSA 0ura6 Per 10 oetik Tayang / Spol 1M.400

PSA DurasL Per 15 Detik Tayang / Spol 203.000

PSA Duras Per 20 Detk Tayanq / Spol 208 800

PSA Tayang / Spol 261 000

PSA ourasi Per 45 Ddik Tayang / Spol 319.000

PSA Dulas Per 60 Detik Tayang / Spol 377 000

PSA DLrrasi Per 90 Detik Tayang / Spol 435.000

PSA Dlrasi Per 120 Delk Tayang / Spol 522 r)ot)

RLrnnng Text Durasi Per 15 Detik Tayang / Spot 522ffi
Super lmposed Logo Durasi Per l0 oelik Teyang / Spot 81200

Video Clip MrJsik DLrlasr Per 4 Merit Tayang / Spot 261 000

Advetorial Bedta / il€rs
Advelonal Be a Durasr Per 2 M€. Tayang / Spol 500 000

Kali

Kali

SEWA STAII PATTERAN

Durasr Per 10 Detik

Durasi Per 15 Detik

290 000

ourasi Pe{ ?O Ml(

I

I-
@niltnr-@tWatr,t

tt
I

I
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Penyiaran IKIAN MNCTV p€{ilspol (NC,l Pnmetme) DLrras 60 Detik Kali 22 680.0@

Penyiaran NEWS PAGI li.tl,/CTV Dlrasr : 2 Menit 37.800.000

Penyiacn NEWS SIANG MNCry Durasi : 2 Menrt Kali 75 600 000

Penyiaran NEWS MAL M MNCTV Durasi : 2 Menit Kali 37 800 000

6.3 Cendrawa6ih POS

Eolanja Surat Kabadllajalah

BeLanja Surat Kabarf,Vajalah Celrdrawasih Pos ( Cegos) Eremplar 15 800

Belanja JaBa ftJblikari dan oolumelltali

Berita Pariward

Meola Celak t halaman FC (Alas) Per Halaman 18 900 000

Medla Cetak t hahman FC Clengeh) Per Halaman 12 600 000

Mea a Celak t halaman FC (Xanan'f\ni) Per Halaman 10 080 000

Medla Cetak Halamar Dalam/g FC ( Atas Folo A) Per Halaman 6.300.000

Media Cetek Hahman Dalam/g FC ( Alas Folo B) Per Halaman 3 780 000

Media Cetak Halanan Dalam/g FC (Tercah) Per Halaman 3 150 000

Media Cetak Halaman Dalam/g FC (Kamn) Per Halaman 2 520.000

Media Cetak Halamai Dahm 8W (Alas) Per Halaman r.890.000

Tayang / Spol 1125.000Advetonal Eeata

Tayang / Spol 200 000Filler / lntotorial

400 000Durasi Per 2 Mend Tayang / SpotFiller / lnfo{onal

Dialog / Talk Show

Pakel 10 000.00060 MenitPogram 60 Men

Pelayenan SirEn Prcgrem

Paket 3.750.000Pogra n 15 Ment ourasi Per 15 M€nil

Paket 5.375.000Durasi Per 30 MenrtPrcgam 30 Menit

6 000.000Durasi Per 45 Menit PaketPogranr 45 Menit

7 000.000Dulas Per 60 Men PaketProgram 6! Menrt

Duras Per 90 Men Pakel 8.000.000Pmgram 90 Men

Pakel 10.000.000Pogram 120 M€mt Durasi Per 120 Men

Si.ran Lengsung {LiYe & LiYe &lay)
35.000.000S a.an Langs{rng (Lokasi Kola Nab}e) Durasi 60 MenI Tayang / Spol

Durasr '120 Menn Tayang / Spot 45 500.000S aran Langsung (Lokasi Kola Natirc)

Siaran Langsung Lokasi Kabupalen Nabire/ Daluar

Kabupaten Nabire
Durasi 601\,lenil

Tayang / Spol

35.000.000

SiaBn Laigsults Loka6i Kahlpaleh Natnel Diluar

Kabupaten Nabire
Durasi 120 Mernl

Tayang / Spol

45 500 000

Durasi 60 Menil
Tayang / Spot

35 000 000

LNe Delay Lokag foh Nabire dan Lual Kabupaten

Nebire

Tayang / Spol
45 500.000

Sewa Link
Tayaig / Spol

120.000.000

Siaran Tunda {Live Record)

Siaran Tunda Lokasi Kota NabiFl Diluar foh NabiE Durasi 60 luenil

Tayang / Spot

25 000 000

Sraran Tunda Lokasi Kota Nabird Diluar Kota liabire Du.as 120 Men(

Tayang / Spol

32.500.000

Sraran Tunda Lokasi Kota Nabid Dillar Kola tlabire ou€si 60 Menil 20.000 000

S alan Tunda Lokasi Kota NabiG/ Dduar Kota Nabire Duras 120 Mend

Tayarg / Spot

26.000.000

PENYIARAI (ry SWASTA)

Penyraran IKLAN MNCTV perilspol (Prinoliri€) Durasi : 30 Deiik Tayang / Spot 15120.000

Peiyiaran IKLAN MNCTV per/lspot (Non Pnmetrne) Durasi : 30 Detik Kai 11 340.000

Penyiaran IKLAN MNCTV pedlspot (Pdmetine) ourasi : 60 Detik Kali 30 240 000

-

Durasi Per 5 Menit

Dunasi Per 1 Menil

Lrve Deky Lokari Ko(a Natirc dar Lua lctupateo
NebirE

Durasi 120 Menil

Tayang / Spol

6.2

Kali
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Media Cetak Haaman oalam BW fiercah) Per Halaman 1 260 000

Media C€lak Ba aman Dalam BW (Kanan) Per Hahman 945.000

Media Cetak Halaman Dalam 8W ((r) Per Halaman 630.000

Papua Socioty

Media Cetak 1 Folo Exemplar 630.000

lklan Paket l8W
BUMN / BUMD, Perbankan, Otomolil Properti,

Penerbanqan, Elehronik, Mail
3X100m(26Had) Kali 16 900.000

2x100m(26Hari) Kai 11250.000

2 x 50 mm(26 Hari) Kali 5.625 000

1 x 50 mm( 26 Hari ) Ka 2 812.000

TGvel, Holel Restoran & Pub, Padrdilan 3x100m(26Had) Kali 11.250.000

2X100m(26Had) Kali 7 500.000

2 X 50 mm( 26 He,i ) Kali 4125 000

1X50mm(26Hafl) Kali 1 875.000

Pengobalan / Prjat, Salon, Kerohan an, Calodng 3X1t0m(26Had) Kalr 5 625.000

2 X 100 m (26 Hari ) Ka{i 4 125 004

2X50mm(26Had) K?li I 875.000

1X50mm(26Had) Kalr 975.000

lklan Ucapan / Sosial 1 Halaman( 26 Hari ) Kai 16.400.000

l/2 Halam (26 Had ) Ka 8 800 000

1/4 Halam { 26 Hari) Kal 4 700.000

1 /8 Halam ( 26 Hari ) Kalr 2 350.000

3 Kolom X (26 Hai ) Kal 1.350.000

PENYIARAN GTV

Penyiaran KLAN GTV per/1spd (PnrdinE) Durasi 30 Detik 13 860 000

Penyiaran IKLAN GTV per/1spol (Non P.metme) Dumsi :30 oetrk Kali 12.600 000

PenyaGn KLAN GTV perlspot (Pnmelrme) DUESi:60 Detik Kali 27 720.0@

Penyiaran IXLAN GW peri lspot (Non Prim€time) D!Gsi:60 Detik Kali 25 200.000

Peny6ran NEWS PAGI GIV ourasi : 2 Menit Kali 37 800 000

PenyraGn NEWS SIANG GW Duresi 2 Menil 56.700.000

Penyraran NEWS lilALAM GTV Durasi:2 l enil Kali 37.800.000

6.7 PEXYIARAII RCTI

PenyiaEn IKLAN RCTI peri lspot (Pimetme) Durasi : 30 Detik Kali 16.380.000

Penyiaran IKIAN RCTI pe/1spol (Non Pnmetime) Durasi : 30 Deiik Kai 13.860.000

Penyiaran IKLAN RCTI per/1spot (Prinetrme) oumsi : 60 oelik Kali 32 760.000

Penyraran IKLAN RCTI pel1spol {No. Pomdir€) Dulesi :60 Delk Kali 21 720 M
Penylaran NEWS PAGI RCTI Durasr:2 Menil Kali 50.400 000

PenyaBn NEWS SIANG RCTI Durasii2 Menil Kali 81.900 000

Peny6ran NEWS ALAM RCTI oumsi:2 Meflit Kali 50 400 000

6.8 PEIIYTARAfl HEIVS IASIoIIAL

Penyiaran KIAN INE!\6 NASIoNAL per/1spot

(Pdmetine)
Durasi :30 Delik Kali 10.080 000

Penyiaran IXLAN INEU6 NAS|oNAI p€./1spot (Nm

Primelime)
Durasii 30 D€tik Kalr 7 560 000

Penyiaran IKLAN INEWS NASIoNAL pe-r/1spot

(Prirnelime)
Dulasi i60 oetrk 20.160 000

Penyiann IKLAN INE$€ NAS|o At pedlspd (Noi

ftimelime)
Durasi r 60 Detik Kali 15 120.000

Penyiaran NEWS PAGI INEWS NASIoNAL DuEsi i2 Menrl Kali 37.800.000

Penyiaran NEWS SIANCJSORE INEWS NASIOI,IAL Durasi 2 Menil Kali 56 700 000

Penyiaran NEWS IIALAM INEWS NASIoNAL Durasi 2 Menil Kali 50 400 000

Penyiaran TALKSHoWDIALoG INEWS NASIoNAL Du.asi i 30lvent Kali 214.200.000

Penyiaran TALKSHoWDIALOG NEWS NASIoNAL Durasi :60 Menrt Kali 333.900.000

Penyiaran FULL BLoCKNG INEWS MSIONAI
(Primelime)

Durasi 30 Menil Ka 226.800.000

Penyi.ran FULL BLoCXING INEWS NASIoNAL (Noll

Primelirne)
Dulasi:30 Men( Kal 176 400 000

lkla,rTvc/Filter INEWS Lo(AL oucsi : 30 Detk Kal 693.000

lkanlTvc/Fllier INEWS LOKAL Durasi r 60 Detik Kali 1.386.000

News INEWS LoKAL Dirrasi : 2 Menil Kali 83r.600

Advetorial INEWS LoKAI Durasi: lsMenit Kal 6 930 000

D alog,T.lkshow INEWS LoIGL Dlrasi r 30 Menil Ka 13 860.000

Dlalogy'Talkshow INEWS LoKAL Durasi 60 Menil Kali 21120.0@
Flll Blocking INEWS LoKAL Durasi : 30 lvenil Kali 31 500 000

Ful Bbcrjng INEWS LoML Drrasi r 60 Menil Kali 63 000.000

6.10 PE}IYIARAII JAYA W
TVC oelelision Come.cial) JAYA ]V Durasi : 30-60 oett Kali 441.000

Standad Prcdudiofl Cod 6 300 000

Kali

Kali

Kali
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Pnme Time Placsil€nt 630.000

Publicservte Advediseinent (P.S.A) - BR.AN0ED
Du.asi : 3G60 Detik Kali 315 000

Runung Texl JAYA TV 50 Kala Kalr 63 000

Super lmpose JAYA TV ftrrasi : 10 Detik Kali 315 000

oielog lrterahrve Apakabar Papla JAY TV (0n ArJ ourasr : 60 Men 15.750 000

Dlalog lnleiaklive Apakabar Papua JAYA W (otf M Durasi r 60 Menit Kal 9.450 000

GREET NG (Ucapan Sdamat) JAYA W Durasi 60 kik (E ..ya Produb + 15 lGli Tayang) Kali 3.150 000

Stiil Text Plus Vcire over JAYA ]Y ourasi : 30 oetik (30 kalitayang) Kal! 3.780.000

Ceremonial 60 Men( JAYA W Ourasi 60lllenil Ka 15 750 000

Durasi r 30 l\,4enit 8.190.000

Ceremonlal 15 li4enil JAYA TV Ducsi 15 Meni 3.150.000

Ceremonh 2 Menit JAYA ry Dlrasi : 2 Menil Kali 630 000

Saran Lrngsung (Live ) JAYA W Durasi :60 Men( Kali 44.100 000

S6ra. Tuida (Iapping) JAYA ]v Kali 31.500.000

Dokllmenlasi Kai 12.600.000

Live Strcaming Via Youtrbe Durasi r 60 l\renit Ka 10 080 000

lklan dan 8erita di Wehrte

lk an/Grceting Alau Himbauan 7 Han Kal 1 260.000

lklan/Greetng Atau Hirnbauan 14 Han Kal 31s0 000

Kategon Berita Kali 3 780 000

Kaleg,on EenL 1 Tahun Kali 45.360 000

6,11 Papua Pos Nabir3

llarya Koran

fuemplar 5.000

Langganan KoEn Bulan 100 000

lkhn lhapan 1 Halaman 8 000 000

112 Halamen Par Halaman 4 000 000

1/4 Haiaman Per Halaman 2.000.000

1/8 Haiaman Per Halaman 1 000 000

Kolehif (2 Kolom x 10 on) Per Halaman 500 000

lkla, Psgunuanan I Halaman Der Halaman 16 000 000

Per Halaman I000.000

1/4 Halaman Per Halaman 4.000.000

1/8 Halaman Per Halaman 2 000.000

Kobktif (2 Kolom x 10('n) 1 000 000

6,12 Keia3ama {tlou} ll€dia Cetek dan Peflriann

CPOS Tahun 210 000 000

RRI Tahun 210.000.000

Papua Pos Natire Tahun 210.000.000

6,13 Kerjasama (llou) f,edia online

Nabrre Net 41.000.000

7 7 Panyodiaan jasa l(omuni*sii, 3umtar day. ah
den lbtik

71 Eelanja Kaw"UFalsimili/lntemet

lndihcrne 2p lnet+Tv 201\4tps Bu an 415 000

lndihome 2p net+Tv 30lrbps Bulan

lndrhome 2p net+Tv 40 Mbps Bulan 675.000

lrdrhome 2p iet+Tv 50 Mbps Bulan 825 000

Inditffre 2p in€t+Tv 100 Mps Bu an 1 325 000

lndihome 3p inet+w+Tlp TRIPLE PLAY 20 Mbps Bulan 682 5@

Kali

Ceremonial 30 Men JAYA W Kalr

Kali

Durasi : 60 ltlen

ourasr : 60 Menil

1 Bulan

Koran Eceran

P€{ Halaman

112 Halaman

Tahun

575 000



tndihome 3p inet+Tv+Tlp TRIPLE PLAY 30 Mbps BLr an 945 000

lndihome 3p inet+Tv+Tlp TRIPLE PLAY 40 Mbp6 Eulan 1 245 000

lndihome 3p net+Tv+Tlp TRIPLE PLAY 50 Mbps Bulan 1.470.000

lndit'ome 3p net+Tv+np TRIPLE PLAY 100 Mbps Eulan i .807 500

lndihome 2p ine{+Vdr 20 Mbp6 Eulan 335 000

lndihofie 2p inet+Vde 30 lrbps Bulan 495 000

lndihome 2p lnel+Vorce 40 Mbps Bulan 595.000

lndihome 2p inet+Vche 50lrbps Bulan 750.000

Indihome 2p het+Voi> 100 Mp6 Bulan 1 245 000

Peoasangan Daya Ljslrik 2200 vA 450 VA Daya Lama) Kali 1.63S.750

Pemasangan Data Lislrik Kah 2 955.450
Pemasanqan Daya Lisldk Ka 3 827.550

Pernasangn Daya Listrik 5500 vA 450 VA Daya Lama) Kah 4 893.450
Pefiasangan oaya L6t* 220C VA 900 VA Daya Lama) Kalr 1.218.100

Pehasangan oaya Lisldk Ka 2.519 400
Pernasangan Daya Listnk 4400 vA 900 VA Daya Lama) Kali 3.391.500
Pemasngan Daya Lrstrik Kalr 4.451 400
Pemasangan Daya Lslrik Kah 843.300
Pefiasaruan Daya t'l(rik Kah 2.131.800
Pemasaflg€n Daya Ljslrik 4400 vA 1300 VA Daya Lama) Kali 3 003.900
Pemasangan Daya Lislrik Kalr 4.06S.800
Pemasangan Daya Lislrik 3500 vA 2200 vA oaya Lama) Kali 1259.700
Pernasanqan Daya Lislnk 4400 vA 2200 VA Daya Lama) Kah 2.'131.800
Pemasangan Daya Listik Kali 3.1S7.700
PemasanlEn Daya Lislrik ,4400 vA 3500 vA Daya Llria) Kali 872 100
Pemasanqan Daya Lisik 5500 vA 3500 VA Daya Lama) Kar 1.938.000
Pemasangan Daya Lislrik 5500 vA 4400 VA oaya Lama) Kar 1.065 900

Jasa lnslalasi Proxmox VM Paket 20 140 000

nstalasi lndihome Paket 800.000

Lnstaas Eleklnkal Pakel 17.235.000

Eiaya Langganan lrdihorne Bulan I 500 000

7.2 Belanja Ar
Arr b€rsrh 5000 lr 409.500

Arr bersih 1 100 ltr Unit 138 600

Airbersih 1200 tf Unit 138 600

Arr bersih Unrt 441 000

7.3 B.lanja Listrik

Elanja Lislrik R-1,TR 9OO VA 1 352

Blanja Listrik R'1,TR 1.300 vA 1.445

Eianla Llstnk R-1/TR 2.200 vA 1445

Elanta Lirbrk R-24R 3500v4-5500vA 1 445

Blanja Listnk R-3TR > 6.60! VA 1 445

Elania Liskik B-fiR 5.501 VA - 200 kVA 1.467

Biaqa L6hk 8-Yru > 200 kvA 1.115

8lanj8 Listnk IYIU > 200 kvA 1 115

8l8nja Lislik l4TT > 30.000 kvA

Eranja Lisrrik P-1rTR 5.501 VA , 200 kVA 1.467

Elanla Llshk P-ZT}I > 200 kvA 1.115

Blanja List'ik P'3m 1 467

Elanja Listrik L/tR, TM, TT 1 645

8.

I Darat

Nabrre ' Dogryai BarangDokumen Kg 30 000

Nabre ' Pania Barang/Dokumen rc 30.000

Nabrrc ' Deiyar Earang/Dokumen Kg 30.000

Naure - Nabire lvlayah F€puhuan K!

ll Laul

Jalarta Nalire Barang/Dokumen Kg 35.000

Surabaya - liabrre Barang/Dokumen Kg 30 000

Makasar - Nabe Barang/Dokumen Kg 21 000

Kalimanlan ' llab{e Barang/Dokumen Kg 55 000

Nabrre - .laka,,la Barang/Ookumen Kg 40 000

Nabare ' Surabya garang./Dokumen K! 35 000

Nabire - Ma*asar Balan!y'Dokumen Kg 40 000

Nabrc - lclmanlan BarangL/Dokumen Kg 50 000

l Udara

Jakarla - Natire Barang/ookumen Kg 125 000

Surabaya - Naiir€ Earang./Dokumen K! 125 000

Makasar - Nabrre Barang/Dokumen Kg 130.000

Kaliftantan - Natire BaEng/Dokumen Kg 185 000

Barang/Dokumen Kg 115 000

3500v4 (450 VA Dava Lama)

4400 VA (450 VA Dava Lama)

3500 VA (900 VA Dava Lama)

5500 VA (900 vA ljaya Lama)

zzuu vA nJuu vA uava Lamal

15500 VA {2200 VA Dava Lama)

Unn

6000 lr

BELANJA JASA PEI{GlRli,tAt{ BARANG

Nabirc - Jakana

T-

T-

I

Il
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Nabirc - Su€baya Barang/Dokumen Kg 115.000

Nabire Makasar Barang/Dokumen K9 120.000

Nabire - Kalimanlan BaGng/Dok!men Kg 175.000

9. PAJAK XETDARAAII DII{AS

PAJAK KENDARAAN Roda Dua Tahun 1.200.000

PAJAK KENDARAAN Roda TEa Tahun 2 000 000

PAJAK KENOARAAN Roda Empat Avanze Tahun 1 500.000

Roda Empat TqiodRlsh Tahun 1.700.000

Roda Ehpal lnnova TahL!r 2.500.000

Roda ErnDat Fortune{ Tah!n 3600.000

Roda Enlpat landotues€r Tahun 4 000 000

PAJAK KENDARAAN Roda Enam Tahun 2.500000

PAJAK KENDARAAN Alal Beral Tahun 6.000.000

10. J.sa Petuga! ljpacara Had H,ri /B6ar N,rional

Anglola Pengamanan Orang 250 000

- Dirigen Orang 500 000

- Guru Pendanrpiq Aubade Orang 500.000

- Komandan Upaaara Orang 1 @0 000

Orang 500 000

Orang / Han 500.000

- Pemain lcybosrd O.ang 500 000

- Psnbavra Sunga Tablr Orang 500 000

- Pen&mping Terima Tamu Orang 500 000

- Pen up Temrnpel Olang 500.000

' Perwa UDacara Orang 1.000.000

' PetW6 Jaga TuSi Orang 500.000

'Petugas Medis Orang 500 000

' Petugas 0lor Orang 500.000

, Pelugas Pengibar Behdera O€ng 700.000

' Petlgas Pirl Orang 500 000

- Petugas Te{ima Tdnu Orang 500.000

Tam orumband Paket 4.000.000

Tim Ko6ik Paket 3.000.000

Tim Tan Paket 6 000 000

- Vete€n Orang 500 000

fi PE ERIXSAAT{ JASA IABoRAToRIU*!

UJ] CEMARIN KUMAN / Trc Lita unluk Ar 250 ML Sampel 219 200

UJ CEMARAN KUMAN / Trc 50 gr/Sampe, Sampel 45.400

UJI ORGANOLEPT]K Ba! Sampel 24.600

UJI ORGANOLEPTIK Rasa Sampel 24.244

UJ ORGANOLEPTIK Ph Sampel 40 800

UJI ORGANOLEPTIK Keketuhan Sampel 40.800

12_ Poranq*o, lvlats€i Dan B6nda Pos Lainnya

MATERII 10 OOO Lembar Lembar t2 000

Jasa Telaga Teknir Parhnian dan Pangan

Pelugas Pengumpul dan Pengoah Data P€rkebunan OB Orano / Buhn 1 500 000

Tenaga Dokter Helv?n orang per Bulan Ora.g / Euhn 1 000 000

PenlagE Po6 &sehahn Hewdr orang per Bulan Orang / Buhn 750.000

PenlagB Pos Lalu Linhs Ternak omng per Bulan Orang / Buhn 700.000

Pengawas dan Pemedksa Hewan Qu.ban Orang Orang 500 000

Jasa lnseminato. Ekor Ekor 40 000

Jasa nsernrnalor Ekor 60.000

Jasa ATR Ekor Ekor 50.000

Biaya operasioMl Penyuluh Orang / Buhn 500 000

14 Jesa Pangolola Kebecihan laman

ketua p€ngelola leman Orcng/bulan orang / B{rhn 2.362.500

sekretaris pengelola bnran Oranglbulan Orang / Blhn 1771.$0
bendahac pengdok hman Orang/buhn Orang / Blbn 1.771fio
leaqa keigshan tanam pholoo Park Orang-/b!lan Orang / Brbn 1.186.100

tenaga kebeBhan lanam pholeo Park Orang/bulan Orang / Buhn 1.539.200

Seragam lapangan 350 000

15 SIAYA XOI/TRIBUSI PESERIA PELATIHATI

Kontribusi Pelalihan WaKu Pelalsanaan S.D 1 BUar Orang / Kegialan 25.000.000

Kontribrsi Pelal'han Waklu Pelakenaan S0 3 Minggu Orang / Kegiatan 20 000 000

Konlribusi Pelalihan Waklu Pelaksanaan SD 2 Mi ggu Orang / Kegiatan 15.0@ 000

Ekor

I

T

I

I

I

I

I

I

r------- --------
I

I
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Konlnbusi Pelatrhan Waktu Pelaksaman S.D 1 Mmggu Orang / Kegialan 8 000.000

Konlribusi Pelatihan Wakt! Pelaksanaan S.D 6 Han Orang / Kegiatan 7 000.000

Kontdbusi Pelatihan Waktu Pelaksanaan SD 5 Heri orang / Kegiatan 6 000 000

Konlibusi Pelalihan Whh! Pelal€naan S.D 4 Hai Orang / Kegiatan 5 000 000

Konlibusi Pelatrhan Waki! Pelakeiaan S.D 3 Han olang / Kelratan 4.000 000

Kontdbusi Pelalihan Waktu Pelaksanaan S.D 2 Han omng / Kegiatan 3.000 000

16 164 PEltDrotKAx oAx PELATTHAX (orXLAr)

1641 Biaya Diklatpim Proyinri dan Xebupeblt

- Eiaya Pelauhan Kepemimpinan Nasional (P|(II) Omng 51.680.000

- Biaya Pelatihan Kepemifipinan Adfiinist€tor Orang 40.000 000

Biaya Pelatihai Kepemimpinan Pengawas (PKP) Orang 37 000 000

- B6ya Kepa.rongpc,aan bagi Kep€la Drslnk ' Orang 11 450 000

- B6ya Pelatihan Kepqnimpinan Admrnsator Orang 50.000 000

' Biaya Pelatihan Kepemimpinan Peigawas (PKP) ' 0rang 45 000 000

16A2 Honorarium Pengajar

Pengarah

- Pembekalan Awal orang / Jam / 300.000

- Penjelasan Program Orang / Jarn / 300 000

' Pembeftalan Akir orang / Jam / 300.000

Penanggufl gJaivab Program Kegiatan 5 000.000

Na13sumberPenceramah/Pakar OGng / Jam / 1 000 000

genchmarking

Kegiatan 5.000 000

Seminar P€sentasr Proyek P$$ahd!'LdoEturrn
- Penguji Orang / Jam / 300 000

- Mentor Orang 1 000 000

'Coaci orang / Jam / 300 000

SEahrough

. 8.€ktrolgh - Coading OrarB 1.500 000

. greaktrough - Counseling 0rang 1 500 000

Evaluasi Kepemimpinan Orarc 1.500.000

Evaluator Pembelajaran KegEtan 5.000.000

Evaluasi Penyelenggaraan Kegietan 5 000 000

PenlnJang Program Kegialan 5 000 000

1643 Mata Diklat

' ov€rvb,/ Kebrjakan Pehihan Orang /.hm 300 000

- overvisr Kebijakan Penyel€nggaraen Pdatrhan olang / Jam 300 @0
- Dinamika Kebnpok orang / Jam 300.000

- Wawasan Kebangsaan Kepemimp nan Pan€sila Orang / Jam 300 000

- Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bd8 ltegara orang / Jam 300.000

- Bda Nqara Kepqnimprnan PaEasla OIaflg / Jam 300 000

- Konseps PembelaFran Aksl Perubahan l$eqa 0la0g / Jam 300.000

- Manaiemen Perubahan Sel(or Publik omflg / Jdn 300.000

- Kepemimpinan TransJomasiond olang / Jarn 300 000

- Jejadng KEa orang / Jam 300 000

- Kornunikasi Elektif orang / Jam 300.000

- Akurtabilitas Kineda o[ang / Jam 300.000

- Hubungan Keleirbagaan orang / Jan 300 000

- organisasl txJital Orang / Jan 300 0@

' Manaiefien ldnerla o€ng / Jdn 300.000

- Pembekalan Studr Lapangan Kine4a organisasi orang / Jam 300.000

- Staidar KnEa Pelayanan Orang / Jam 300 000

- Manajeme. Penganggaran Orang / Jam 300 000

- Manaierien Reslko orang / Jam 300 000

- Studi Lapangan ldneoa 0Ean6asj orang / Jam 3m 000

' Berbagi Pengalaman Hasil Sludi Lapangan lfteia Orang / Jam 300 000
. MerarEang Aksi Petubahan Kneila orgEnisasi orang / Jan 300 000

Pembimhngan Aksi Perubahan KneF Ggaisae Orang / Jdn 300 000

- S€minar Rancangan Aks Perubahan Kin€da Orang / Jam 300.000

' Eva uasi Slbslansi Orang / Jam 300 000

- Pembekalan lmpl€nrenlasi Aksi Perubahan KrnerF orang / Jam 300 000

Pembimtingen Aksi Perubahan tdnerja Oltarisasl Orang / Jdn 300 000

- S€minar Aksi Per.rbahan Kme+ Orgdisasl orang / Jdn 3m 000

- Berbagi Pengaiaman Menrimpin Aksi Penrbahan orang / Jam 300 000

" Elika dan lntegrilas Kepemimpinan Pancasih Orang / Jam 300 000
- Kons€ps PembelajarEn Aksi Perubahan ldnela Orang/Jem 300 000

- Oagnosa Oganbali Orang / Jarn 300 000

- BerFiki. Krealif Dalam PdEanan Orang / Jan 300 000
- Membangun Tim E{eklif Orang / Jam 300 000

' Panit6 LoKUS

-

I

tl
I

T

lt

I

I

I

I

I
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' lcpem mpinan Dalam Pelaksanaan Pekeqaan orang / Jam 300 000

' Teknik Komunikasi Pubiik orang / Jam 300 000

' Pe{encanaan Kegiahn Pelayanai Publk orang / Jam 300 000

- Penyusunan RKA Pehyarun Publk orang / Jam 300 000

- Pelayanan Publk Digrtal olang / Jam 300.000

- Pembelalan Studr Lapangan Pelayanan Publik omng / Jan 300.000

- Man4emen ML,tr Orang / Jam 300 000

- MaMjemen Penganagn Orang / Jam 300 000

- PengendalEn Pelaksanaan K{iatan Orang / Jaln 300.000

- Studi Lapangan Pelayanan PuHik o[ang / Jam 300 000

- Berbagi Pengalaman Has I Stldi Lapangan orang / Jam 300 000

' Meranc€rE Aksi Perubahan Kircrja PebydBn orang / Jam 300 000

' Pembimbrngan Rancangan Aksi Perubahan l(ne0a orang / Jam 300.000

- Peisiapan SeminaJ omog / Jam 300 000

- Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kndla Omng / Jam 300 000

. Pefibekelan lmdementasi Aksi Perubahan K,lgF Orang / Jafi 300 000

- Pembmbngan Al6i Perubahan l(neqa Pdayanan orang / Jam 300.000

Seminar Aks Perubahan KjnEa Pelayanan Publik orang/Jam 300.000

B€rbagi Pengalariaa Memirnpin Aksi Psubahan Orang / Jam 300.000

- Analsis lsu Kontemporer Oaang / Jam

Keslapsragaan Be a Nega,? O.ang / Jam 300 000

- Kon6€p AkfualEas orang / Jam 300.000

- Muatan SuHansil Lanbaga Orang / Jam 300.000

' Berqientasi Pdayaran Orang / Jam 300 000

- Akunlabel Orang / Jam 300.000

- Kompeten orang / Jam 300.000

orang / Jam 300 000

- Loyal Omng / Jam 300.000

-Adaptl orang / .hm 300 000

- Kolaboralif olang / Jam 300.000
- Manaiemen ASN Orang / &m 300 000

- Smart ASN Orang / Jan 300 000

' Evalua$ Akademik orang / Jam 300.000

' Penjelasan Aktualisasl Orang / Jam 300.000

- Pembimbingan Rancangai Akfualsasi orang / Jam 300.000

- Evaluas Fancangan Altualsasi Orang / Jam 300 000

- Pembekzlan Habifuasi orang / Jam 300.000

- Pembimbngan Pra Evaluasr Aldualissi olang / Jam 300.000

- Evaluasi Aklualissi orang / Jam 300.000

- Revieri Keblakan Pefyelenggaraan Dildat orang / &m 300 000

1641 Honorarium Petugas Diklal

- Dokler orang / Aaara 1.000 000

- Petugas Kesehatan orang / Acera 1 000 000
-Tim MFo (Menlal, Fisjl dan Disiplin) olang / Acara 2.500 000
- Keamanan omng / Acara 1.000.000

- nstruktlr Senam o[ang / Jam 300 000

- Pendamprng Pergajar/PencaGmah Orang / Jam 200 000

- Tenaga lT Dklal orang / Jarn 300 000

t 6A5 Transport
- TiIn l,ledis Orang 500 000
-Tim MFD (Menlal, Fisrk dan Dsiplin) 0mnO 500 000
- Penga,4 DiklaFm 0rang 2.000.000
- Pengajal Dik ai PrajaMel$is Orang 1 500 000

t6A6 Konsumsi Panitia/Peseita

- Makan dan Minum Diklai orang / l_ia,i 200.000

[,jakan Paoi D kht Orang / Hali 85.000

Makan Siang oldal O.ang / Hai 100 000

Malan Ma am Dildel Orang / lbn 100 000

't6A7 Eahan Cetakan oikht

' Mod0lDiklal Pakel 100 000

Buk! Panduan Dldal B!ku 50.000

Folo dan Aibum Okial BukLr 1.000.000

t6A8 lJanq Saku dan Lompsum Diklatpim

tjang Salu P€.€rta 0mng 1.500.000

- Lumpsum PeiarEgmgjav/ab Orang / l_hri 1 700.000

Lunnpsum Kelua Rombongan Orang / Had 1 700 000

Lumpsum Pembimbing Orang / lhd 1 700.000

300 000

- Hamonis

-

I

I
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LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2023
TANGGAL 24 NOVEMBER 2023

STANDAR BIAYA UMUM PER.IALANAN DINAS
TAHT'N ANGGARAN 2024

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang
dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan
dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur
sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan
dalam rangka:
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. pengumandahan (detasering);
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Sl 1S21S3; dan
i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanalan dengan memperhatikan beberapa
prinsip antara lain:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan

keq' a perangkat daerah;
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan pe{alanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;

dal
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanalan sampai dengan 8 (delapan)

jam.
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Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uzrng harian;
b. biaya transpor!
c. biaya penginapan; dan
d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan I anggota DPRD
dipertanggungiawabkan secara lumpsum.

1.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PER^'ALANAN DINAS DALAIU
NEGERI
a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan

penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya
keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan
transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Pe{alanan dinas di
dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat
diberikan uang transportasi lokal.

b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8
(delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci
padaTabel 1.1.

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.2 BIAYA TRANSPORTASI PE.'ALANAN DINAS DALAM NDGERI

1.2.t SATUAN BIAYA TIKET PESASIAT PER.'ALANAN DINAS
DALAJU NBGERI PERGI PULANG (PPI

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri
adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi
pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara
kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel L.2

SATUAN LUAR
KOTA

DALAM KOTA LEBIH
DARI 8 (DELAPANI JAM DIKLAT

I 2 3 4 5 6

1
Uang

Harian OH 580.000 230.O00 170.O00

NO
UANG

HARIAN
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TABEL 1.2.1
BIAYA TIKEf PESAWAT PER.'ALANAN DINAS DALAM ITDGERI IPPI

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP)

berlaku pertanggunglawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat

dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat pe{alanan dinas dalam
negeri dalam Tabel 1.2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungjawaban secara at cost.

3. Besaran Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang
(PP) bagi pimpinan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengaa Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2O23 tentang Standar Harga Satuan Regional dan
dipertanggungjawabkan secara lumpsum .

r.2.2 SATUAN BIAYA TAXSI PERJALANAN DII{AS DALITM NEGERI
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya untuk I (satu) kali perjalanan taksi:
a. Keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan
ke tempat tujuan;

2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan
1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan,

terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat
kedudukan asal; atau

2. dan bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun
kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan
tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari
bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya
transportasi menggunakan satuan biaya transportasi
darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
terinci pada Tabel 1.2.2

NO URAIAN SATUAN
BIAYA
TIKET

7 2 3 4

1

Biaya Transportasi/Tiket Bisnis (Biaya rill) (untuk
Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah,
Pimpinan MRP)

PP 45.000.000

2
Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya rill)
Ekonomi PP 16.000.000
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TABDL L.2.2
BIAYA TAKSI PER^'AI,ANAN DIT{AS DALAU I{EGERI

NO PROVINSI SATUAN BESARAN

I ACEH Oraig/Kali 127 .OOO

2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 308.000

3 RIAU Orang/Kali 101.000

4 KEPULAUAN zuAU Orang/Kali 165.000

5 JAMBT Orang/ Kali 147.000

6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.o00

7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 179.O00

8 LAMPUNG Orare/KaIi 168.O00

9 BENGKULU Orang/Kali 109.000

lo BANGKA BELITUNG Orang/Ka1i 97.OOO

l1 BANTEN Orartg/ Kali 536.000

t2 Orang/ Kali 200.000

13 D.K.I JAKAKTA Orang/ Kali 256.O00

14 JAWA TENGAH Orang/Kali 108.000

t5 D,I YOGYAKARTA Orang/Kali 267 .OOO

l6 JAWA TIMUR Orarg/ Ka.li
233.000

t7 BALI Orang/ Kali 227 .OOO

l8 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000

l9 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/ Kali t 16.OOO

ca) KALIMANTAN BARAT Orang/Ka1i 171.000

2t KALIMANTAN TENGAH Orang/ KaIi 134.O00

KALIMANTAN SELATAN Orarg/ Kali 180.000

23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali

24 KALIMANTAN UTARA Orang/ Kali 218.000

25 SULAWESI UTARA Orang/ Kali 138.000

26 GORONTALO orang/Kali 265.OOO

27 SULAWESI BARAT Orang/Kali 3r3.000

28 SULAWESI SELATAN Orang/ Kali 187.000

29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000

30 SULAWESI TENGGARA orang/Kali 171.OOO

I

533.000

JAWA BARAT



31 MALUKU Orang/Kali 288.O00

MALUKU UTARA Orang/Kali 215.OOO

33 PAPUA Orarg/Kali 513.000

34 PAPUA BARAT Orang/Kali 236.000

35 PAPUA BARAT DAYA Orang/Kali 236.000

PAPUA TENGAH Orang/ Kali 513.OOO

PAPUA SELATAN Orang/Ka1i 513.OOO

38 PAPUA PEGUNUNGAN Orarlg/ Kali
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1. Biaya taksi perjalana-n dinas dalam negeri berlaku pertanggungiawaban
sec€rra at cost (biaya riil).

2. Pembiayaan taksi pe{alanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan
melebihi standar biaya taksi pedalanan dinas dalam negeri dalam Tabel
1.2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pertanggungiawaban secara at cost).

3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD
dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

r.2.3 SATUAN BTAYA TRAI{SPORTASI DARAT DARI IBU KOTA
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAII PROVINSI YANG
sArvrA (oNE wAYl
a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke

kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau
sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menJrusun
perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi
pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke
tempat tujuan di kabupatei/kota tujuan dalam satu
provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

b. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi
pimpinan anggota DPRD dipertanggungiawabkan secara
lumpsum

c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way)
terinci pada Tabel 1.2.3

TABEL 1.2.3

36

513.O00
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BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAYI

NO IBU KOTA PROVINSI TUJUAN SATUAN BESARAN

1 3 4
I NABIRE DOGIYAI ORANG / KAII 2.000.000

NABIRE DEIYAl ORANC / KALI 2.500.000
3 NABIRE PANIAI ORANG/KALI 3.000.000

1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL 1.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

II
o PROVnTSI SATUA

N

X.EPALA
DA.ER.AH/PIMPtrTA
If DPRD / PEJABAT

ESEI,OT I

AITGIGOTA
DPRD/PB.,ABA
T EAELOIT II

PEIASAT
ESELOI{

III/GOLOI{GA
rry

PEJABAT
EEEIOI{

rv/ (x)u)I{GA
trm,rLr

1 2 4 5 6 7
I ACEH OH 4.420.OOO 3.526.000 1.533.000 770.OOO
2 SUMATERA UTARA OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000
3 RLAU OH 3.820.000 3.1 19.000 1.650.000 852.000

KEPULAUAN RIAU OH 5.344.O00 2.318.OO0 1.297.OO0 792.OOO
5 JAMBI OH 5.000.000 4.102.oo0 t.225.OOO 580.000
6 SUMATERA BARAT OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 70r.000
7 SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000
8 LAMPUNG OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.O00
9 BENGKULU OH 2.140.OOO r.628.000 1.546.000 692.000
10 BANGKA BE],]TTING OH 3 827.OO0 2.838.000 1.957.OOO 649.000
11 BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.OOO
12 JAWA BARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.O00
13 D K I .IAKARTA OH 8,720.000 2.063.000 q92.000 730.000
14 JAWA TENGAH OH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000
15 D.I YOGYAKARIA OH 5.017.000 2.69s.000 1.384.000 845.000
16 JAWA TIMUR OH 4.449.000 2.007.000 1.153.O00 814.000
17 BALI OH 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.O00

I8 NUSA TENG{'}ARA
BARAT

OH 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000

19
NUSA TENGGARA

TIMUR OH 2.133.000 1.355.000 688.000

20 KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000
2t KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 3.391.OO0 1.160.000 659.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH 4.797 .OOO 3.316.000 r.s00.000 697.000
23 KAIIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000
24 KALIMAI.ITAN UTARA OH 4.000.000 2.735.OO0 l.507.ooo 904.000
25 SULAWESI UTARA OH 4.919.000 2.290.OOO |.207.OOO 97a.OOO
26 GORONTALO OH 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.O00
27 SULAWESI BARAT OH 4.O76.OOO 3.098.000 1.344.000 704.000
2A SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 l 938.000 1.423.000 745.000
29 SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.OOO 1.679.000 951.000
30 SULAWESI TENCGARA OH 3.088.800 2.574.OOO 1.297.0OO 7a6.OOO
31 I\,IAI,UKU OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000

MALUKU TIIARA OH 4.611.600 3.843.O00 1.160.OO0 605.O00
33 OH 3.859.000 3.318.000 2.521.OOO 1.038.000
34 PAPUA BARAT OH 3.472.OOO 3.3.11.OOO 2.056.000 967.OO0
35 PAPUA BARAT DAYA OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000
36 PAPUA TENGAH OH s.8s9.000 3.318.000 2.521 .OOO 1.038.000
37 PAPITA SET,ATAN OH 5.673.OO0 4.a77.OOO 3.706.000 1.526.000
38 PAPUA PECUNUNGAJ.I OH 5.71 1.000 4.911.000 3.731.O00 1.536.000

a. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku
pertanggunglawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas
tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara
lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
penginapan di kota tempat tujuan.

b. Biaya penginapal dalam negeri bagr pimpinan anggota DPRD
dipertalggungjawabkan secara lumpsum.

2.

I

I

3.759.999
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1.4 SATUAIiI BIAYA UANG REPRTSEilTASI

a. Uang representasi Pe{alaaan Dinas hanya diberikan kepada pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang
melaksanakan pe{alanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

b. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti
atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka
perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang
diberikan secara lumpsum.

c. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

TABEL I.4
UAI{G RTPREAETTASI PEzuALANAIT DINAS

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

RIBKA HALUK

KEPALA BIRO HUKUM,

SUF LALLO,SH
to20 2003t2 2 006

lto. I

I
URAIAIT SATUA!| LUAR

KOTA
DAL/IU KOTA LEBIH

DARI 8 (DELAPAf,} JAT
1 2 4 5

1
Itjabat Ncgara, Fejabat
Daerah oH 250.OOO 125.OOO

2 Peiabat Eselon I OH 200.000 1o0.000
3 Pciabat Eselon II OH 150.000 75.OOO

SET

Salinan sesuai dengan aslinya;

AH

(,
.(

4


